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PERATURAN BUPAT! INDRAGIRI HULU
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

bahwa daJam rangka melaksanakan ketentuan Pasa] 4 ayat (5),
Pasal 5 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 57
ayat (4), dan Pasal 61 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala
Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Pemilinan Kepala Desa

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan1,
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang2.
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara3.
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan4.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor $8, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2017 tentang Pemilinan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1222};

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

w
ie

w
&

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom;
Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hutu;
Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di
wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Kepala Desa antar waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah
desa karena Kepala Desa berhenti dari jabatannya dan sisa masa jabatannya
lebih dari | (satu) tahun;
Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil vang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijyakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana dan teknis dan unsur kewilayahan;
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah Iembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Dcsa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang disclenggarakan BPD untuk pemilihan Kepala Desa
antarwaktu;
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam
rangka memilh Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, jujur dan adil;
Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan
kemampuan biaya pemilihan;
Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang
diselenggarakan oleh BPD melalui musyawarah desa secara khusus yaitu mulai
dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
Paniua pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat
Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan sclanjutmya disingkatTim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka
mengawasi dan mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan
Pemilihan Kepala Desa;

7.

8.

9.

-Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilihyang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah
dengan pemilih baru;
Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar
Pemilih Sementara;
Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yangtelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kcpala Desa;
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk
mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan;
Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan dari segi administratif untuk menentukan Calon Kepala Desa;
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk
meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannva pemungutan suara;
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS
adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS;
Evoting adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan
pemilihan suara secara elektronik,
Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas
ataupun elektronik;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Dacrah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan
para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara
dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam
waktu yang sama dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara
atau pemungutan suara secara elektronik voting.

. Pemungutan suara secara elektronik atau elektronik voting yang selanjutnya
disingkat dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna
mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara,
menghitung perolehan suara, menayangkan perolchan suara, memelihara dan
menghasilkan jcjak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan
mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara atau menggunakan peralatan
pemungutan suara secara elektronik menyeluruh.
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upeya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum.
Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di
pengadilan.
Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperolch kekuatan hukum tetap.
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu
tertentu.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Pemmiihan

Kepala Desa di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa]3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihnan
Kepala Desa di Daerah.
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Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
Pemilihan Kepala Desa;
Panitia Pemilihan Kepala Desa;
pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
penetapan, pengesahan dan pelantikan.a9

O
p

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan adil dan demokratis.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak ; dan
b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

sl 7

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam 1 (satu) gelombang pada tanggal, bulan dan
tahun yang sama mcnggunakan cara manual atau elektronik (e-voting)

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun, yang pada setiap gelombang dilakukan pada hari, tanggal, bulan
dan tahun yang sama.

(3) Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dengan Keputusan Bupati.

Pasal8
Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. Pengelompokan waktu berakhimya Masa Jabatan Kepala Desa diwilayah

Kabupaten;
b. Kemampuan keuangan daerah: dan/atau
c. Kesediaan PNS dilingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan
sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal9
(1) Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufb dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1

(satu) tahun:
(2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pedaayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa.
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BAB Ill
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah dibantu bagian yang menangani Pemerintahan Desa
mengkoordinasikan rencana pemilihan Kepala Desa

(2)Koordinasi perencanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi;
a. Penyiapan data Desa-Desa yang mengalami kekosongan Jabatan Kepala Desa.
b. Rencana anggaran biaya yang bersumber dari APBD.
c. Persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (satu) kali atau

bergelombang.
. Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Pembentukan Panitia Kabupaten;
Melaksanakan koordinasi dengan Camat dalam rangka persiapan awa] dan
fasilitasi pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan pemuilihan Kepala Desa;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kabupaten;dan

. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

d.
e.
f.

TR

Bagian Kedua
Penetapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

(1)Bupati menetapkan Desa-Desa yang proses pemilihan Kepala Desanya akan
dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.

(2)Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali atau
bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupat.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 12

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam ABPD Kabupaten berdasarkan
pnnsip efektvitas cfisicnsi anggaran serta mempertiimbangkan kemampuankeuangan daerah.

(2)Anggaran sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dialokasikan bagi Desa-Desa yangakan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
(3) Pengalokasian Anggaran dan Desa penerima anggaran biaya pemilihan KepalaDesa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan

Keputuan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan jadwal

Pasal 13

(1)Bupati menetapkan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (satu) kali atau
bergelombang.

(2)Penetapan Jadwal Pemilihan Kepela Desa Serentak 1 (satu) kali atau
bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan tahapanhari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan.
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(3) Jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(4) Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagai pedoman operasional pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

Perubahan Jadwal] pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan
dengan izin Bupati.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 15

(1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala desa dilakukan di tingkat Kabupaten,
ditingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

(2) Panitia di tingkat Kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Tim
Fasilitasi Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 16

(1) Pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan Kabupaten scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas Forum Komunikasi Pimpinan Dacrah dan unsur
Organisasi Perangkat Dacrah terkait.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan

pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadapPanitia Pemilihan;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara:
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

periengkapan pemilihan lainnya;
€. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan

lainnya kepada panitia pemilihan
f. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara
dilaksanakan secara elektronik (evoting}

8. memlasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat
kabupaten;

h.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan
melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;dani. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf ddan hurof e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
(5) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada Panitia

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan langsungoleh Panitia Pemilihan tanpa menunggu Surat Tugas dari Panitia
Pemilihan kabupaten.
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(6) Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara_ secara elektronik (e-
voting), Bupatii membentuk Tim Teknis Inu dan Tim Teknis Lapangan guna
membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi oleh Pegawai Negeri
Sipil dan/atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi
dan/atau yang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai
berikut:
a.

b.

Cc.

h.

i.

memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/atau Panitia
Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-Voting;
melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang
akan dipergunakan dalam pemungutan suara,
menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan DPT
elektronik ke peralatan elektronik,

. Mengunggah/memasukkan foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutd.
masing-masing calon pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam
pemungutan suara;

. Menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelume.
pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi
gangguan peralatan e-voting untuk pemilihan Kepala Desa;
membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang
menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan
pemungutan dan perhitungan suara, serta pengiriman hasil;

f

. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elekuronik hasil pemungutan
dan penghitungan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan
dengan Pemilihan Kepala Desa;
melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam
pemilihan Kepala Desa; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui
Sekretaris Dacrah.

(8) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi oleh PNS
dan/atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi infromasi
dan/atau yang menguasai IT mempunyai tugas sebagai berikut :
a.

b.

c.

g.

menyiapkan peralatan e-voting pada setiap TPS untuk digunakan dalam
pemungutan suara;
memastikan bahwa peralatan e-voting siap digunakan pada saat pemungutan
suara;
melakukan pengosongan data pada peralatan e-voting untuk keperluan
pemungutan suara secara elektronik;
-Mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia padad.
komputer sesuai ketentuan;

. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secarae.
elektronik;
mengamankan peralatan e-voting setelah digunakan untuk pemungutan suara
dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Perangkat Daerah yang
ditunjuk; dan
melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam
pemilihan Kepala Desa.

f.

(9) Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan KepalaDesa berakhir.

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupatensebaguimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah tanggungjawab bagian yang menangani Pemerintahan Desa yang berkedudukan diSckretariat Dacrah Kabupaten Indragiri Hulu.
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(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh bagian
yang menangani Pemerintahan Desa, yang bertugas :

a.menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa;

b.menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kabupaten;

c.memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan

d.menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 18

(1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan Kepala
Desa.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

(3) Susunan Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan Unsur pejabat struktural
dan/atau staf kecamatan.

(4) Tugas Tim Fasilitasi Kecamatan sebagai berikut :

. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;

. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
. Mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa;
.menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
.menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam
dan /atau setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati apabila Panitia Pemilihan dan
BPD udak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan
kepala desa;

R-
melaporkan

hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala Desa kepada
upati.

(S} Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Kecamatan

ecbagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan

upati.

a.

c.
d.
e.

BAB V
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 19

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

f.
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Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 20

(1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang
disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditctapkan dalam jangka waktu
10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

(3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan.

(4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi
laporan pelaksanaan akhir masa jabatan selama | (satu) periode masa
jabatannya.

(5) Laporan akihir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:
a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu
untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(6) Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a,
diselenggarakan oleh BPD mengundang Pemerintah Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang
persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda:
a. pembentukan Panitia Pemilihan; dan
b. perumusan tugas dan wewenang BPD dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasa] 21

(1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah BPD
(2) BPD bertugas:

a. membentuk Panitia Pemilihan;
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan

pelantikan Kepala Desa;
d. menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan
e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan

dan pemilihan.
(3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat
Desa, lembage kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa serta ditetapkan
dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orangterdirt dari unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga), Iembaga
kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa dengan susunan Panitia
Pemilihan sebagaimana berikut:
. Seorang Ketua merangkap anggota;
. seorang Wakil Kctua merangkap anggota;
scorang Sekretaris mcrangkap anggota;

. scorang Bendahara merangkap anggota; dan
anggota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.ep

an
gp
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(5) Dalam hal BPD dan/atau Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tugas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa dapat diambil alih Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 22

(1) Panitia Pemilinan dilantik dan diambil sumpah oleh BPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.

(2) Pemerintah Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor
Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat.

(4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka keanggotaannya
digantikan oleh unsur yang sama.

(5) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(6) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
karena:
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Diberhentikan.

(7) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf c, karena:
a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap;
b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman5 (lima) tahun;
c. Melanggar tugas dan kewajiban; atau
d. Mendaftarkan din sebagai bakal calon Kepala Desa.

5

Paragraf 2
Tugas dan Kewayjiban Panitia Pemilihan

Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1),
mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
Camat;
melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan
suara;
melaksanakan pemungutan suara:
menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;

- Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

m.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
n. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;
(2) Rincian Tugas Panitia Pemilihan sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Sebagai Koordinator Panitia:
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Panitia;

1
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3.Memimpin jalannya rapat; dan
4. Membagi tugas-tugas kepanitiaan.

b. Wakil Ketua :

1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

c. Sekretaris :

1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan;
2.Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua

berhalangan; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

d. Bendahara :

1. Mengelola penerimaan dan pengcluaran kcuangen;
2. Menyusun laporan keuangan,; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

e. Tugas anggota diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
(3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab

kepada BPD.
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a.menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak disknminatif, netral/tidak
memihak dan obycktif;

c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada
BPD dan Camat;

d. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya; dan
e. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab dan wajib
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

Pasal 24

(1) Untuk membantu tugas Panitia Pemilihan dapat dibentuk KPPS dengan
Keputusan Ketua Panitia Pemilihan, berjumlah gasal atau ganjil minimal 3 (tiga)
orang dan paling banyak 5 (lima) orang mempertimbangkan jumiah pemilih
dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Minimal 1 (satu) orang anggota;

(2) TPS dengan jumlah pemilih kurang dari atau sama dengan s 300 (tiga ratus}
pemilih dengan KPPS beranggotakan 3 (tiga) orang, sedangkan TPS dengan
jJumlah pemilih lebih dan > 301 (tiga ratus satu) pemilih dengan KPPS
beranggotakan 5 (lima) orang.

(3) KPPS mempunyai tugas scbagai berikut:
a. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPTambahan dan DPT;
b. membantu persiapan dan pelaksanaan dalam pemungutan dan perhitungan

5

suara di TPS, membantu dalam penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara.

Paragraf 3
Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan

Pasal 25

(1) Legalitas Administrasi Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat
dan Stempel Panitia Pemilihan.
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(2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format A Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 4
Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 26

(1) Anggaran biaya pemilihan bersumber dari :

a. APBD Kabupaten; dan
b. APBDesa.

(2) Penyusunan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi
anggaran, tidak mewah, serta berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Desa dan BPD mengadakan pembahasan bersama atas rencana
anggaran biaya pemilihan yang discpakati bersama dan ditctapkan dalam
APBDesa.

Pasal 27

(1) Biaya yang berasal dari APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf a, digunakan untuk :

a. Pengadaan surat suara bagi Pemilinan Kepala Desa secara manual;
b. Pengadaan kotak suara dan alat perlengkapan lainnya;
c. Honorarium Panitia Pemilihan; dan
d. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk biaya
penunjang kegiatan yang belum dibiayai dari dana APBD Kabupaten.

(3) Rencana penggunaan biaya pemilihan Kepala Dcsa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dibuat oleh panitia
pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan diajukan untuk
dimintakan pengesahan kepada Kepala Desa.

Pasal 28

(1) Panitia pemilihan wajib menggunakan anggaran biaya pemilihan KepalaDesa sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disahkan oleh
Kepala Desa.

(2) Panitia Pemilihan dilarang menggunakan anggaran biaya pemilihan
kepala desa selain yang bersumber dari APBD dan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 26 ayat (1).

(3) Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan anggaran yang telah
digunakan.

Paragraf 5
Pemilih

Pasal 29

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desasudah berumur 17 (tijuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah

ditetapkan sebagai pemilih;
13



b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya,
c. tidak sedang dicabut hak pilinnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebehum disahkannya

daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
atau surat keterangan penduduk dari dinas terkait dan/atau Kartu Keluarga.

(3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 6
Pendaftaran Pemilih

Pasal 30

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau
Pemilihan Kepala Dacrah terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilih
untuk pemilihan.

(2) Daftar pemilih sebagnimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan
divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa, ditambah
dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai penyusunan DPS.

(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal

pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domusili ke Desa lain; atau
e. belum terdaftar.

(4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia
Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 31

(1) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun DPS.

(2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dalam jangka waktu 5 (lima) hari seyak selesainya pemutakhiran dan
validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(3) DPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang selanjutnya
dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

(4) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Format B Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diumumkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2)
Jangka

waktu pengumuman scbagaimana dimaksud pada ayat (1) selama3 (tiga)
art.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota
keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama
dan/atau identitas lainnya.

(4) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal! dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun:atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai

pemilih.

3
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(S) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diterrma, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 33

(1) Penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, secara aktif
melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun
Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan:
a. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan

Penduduk dani Instansi terkait; atau
b. Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh

belas) tahun tapi sudah menikah.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih

tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

(4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
berdasarkan wilayah pemilihan yang memuat kolom :
a. Nomor urut;
b. Nama lengkap;
c. NIK;
d.Tempat dan tanggal lahir/umur;
e. Jenis kelamin;
f. Status perkawinan;
g. Alamat; dan
h. Keterangan.

(5) Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia
Pemilihan yang salinannya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

(6) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)tercantum dalam Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada
tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

3

Pasa] 35

(1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah
diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang dituangkandalam Berita Acara dalam rapat pleno Panitia Pemilihan.

(2) Format Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Format D Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanPanitia yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD, PanitiaPemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
(4) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalamFormat E Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diumumkan oleh PanitiaPemilinan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui
masyarakat.
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(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat
1 (satu) hari sejak ditetapkan.

(3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal diumumkannya DPT.3

Pasal 37

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), tidak dapat diubah,
kecuali terjadi:
a. pemilih meninggal dunia;
b. pemilih pindah domisili ke desa lain; atau
c. pemilih dicabut hak pilihnya.

(2) Apabila terdapat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
panitia pemilihan membubuhkan catatan pada kolom keterangan
“meninggal dunia/pindah/dicabut hak pilihnya" dan digunakan untuk
mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih dalam DPT.

Pasal 38

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digunakan untuk :
a. keperluan pemungutan suara di TPS; atau
b. bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan

pemilihan

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39
Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan dan
penyaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 40

(1) Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah Warga Negara RepublikIndonesia yang wajib memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bermaterai cukup, yang terdiri dari :
1. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
2.Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, serta mempertahankan dan memcelihara keutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinncka Tunggal Ika;

. Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan;

- Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
. Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
. Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa sctempat sejak dilantik
sebagai Kepala Desa; dan

- Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuatsurat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawabanakhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahanDesa diketahu: oleh Camat.

N
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h
W
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8. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai
BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga hanan lepas bila terpilih menjadi
Kepala Desa di atas kertas bermaterai,

9. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan
pemilihan, apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat
diatas kertas bermaterai;

10. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas
bermaterai;

11. naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
b. surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil,
c. surat izin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian

lepas bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas;
d. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6.
e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang;
f. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijasah atau surat tanda tamat
belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

h. Surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;

i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan bcrulang-ulang;

j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan
tidak sedang dicabut hak pilihnya:;

k. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak
terganggu jiwa/ingatannya dan dokter pemcrintah;

l. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
m. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga)

lembar dan ukuran post card sebanvak 2 (dua) lembar.
n.Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang

memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan melampirkan
Surat Keputusan pengangkatan dari peyabat yang berwenang;

o. Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a angka 1 Format F, angka 2 Format G, angka 3 Format H,
angka 4 Format I, angka S Format J, angka 6 Format K, angka 7
Format L, angka 8 Format M, angka 9 Format N, angka 10 Format O
dan angka 11 Format P tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini,

Paragraf 3
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan

diri sebagai Kepala Desa

Pasa] 41

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa
mengajukan izin cuti kepada Camat.
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(2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis
oleh Camat dan berlaku sejak ditetapkannya yang bersangkutan sebagai
Calon Kepala Desa sampai dengan saat penetapan Calon Kepala Desa
terpilih.

(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan
sebagai Calon Kepala Desa.

Pasa] 42

(1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali mengajukan permohonan cuti
kepada Camat.

(2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berlaku sejak sejak ditctapkannya sebagai calon Kepala Desa
sampai dengan selesainya penctapan calon KepajJa Desa terpilih.

(3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Desa mclaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan surat tugas dari
Camat.

(4) Dalam hal Sekretaris Desa juga mencalonkan diri sebagai Kepala Desa,
berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan maka salah satu
perangkat desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas
Kepala Desa.

Pasal 43

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa membecrikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar scbagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan
calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan.

(3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama
menjalani cuti dilaksanakan olch Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

(1) Anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa diberhentikan apabila
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati mcialui Camat.

Paragraf 4
PNS /Anggota TNI/POLRI/yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 45

(1) PNS vang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus
mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari

jabatannya
selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan
penghasilan lainnya yang sah.

(4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan
diri sebagai calon Kepala Desa menyesuaikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
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Paragraf 5
Pegawai BUMN/BUMD/BUMDes/Swasta dan Tenaga Harian Lepas yang

mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal46
(1) Pegawai BUMN/BUMD/BUMDes Swasta dan Tenaga Harian Lepas yang

mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin
tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan
yang beriaku.

(2) Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lIcpas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus
mengundurkan diri dari pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/ swasta/tenaga hanan
lepas.

Paragraf 6
Penjaringan

Pasal 47

(1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dilakukan melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala
Desa dan pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara
menyebarluaskan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum-forum
warga masyarakat dan/atau ditempelkan di Kantor/Balai Desa, serta
tempat-tempat yang strategis dan mudah dikctahui masvarakat.

(3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
jangka waktu 9 (sembian) hari.

Pasal 48

(1) Setiap Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
harus datang sendiri dengan mengajukan surat lamaran yang dibuat dan
ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup
ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan
yang ditentukan.

(2) Surat lamaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
dibuat rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari:
a. 1 rangkap untuk Panitia Pemilihan;
b. 1 rangkap untuk Camat yang dikirimkan oleh Panitia Pemilihan.
ec. 1 rangkap untuk BPD.

(3) Panitia Pemilihan menerima surat lamaran dan persyaratan Bakal Calon
Kepala Desa dengan memberikan tanda terima.

(4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa.

Pasal 49

(1) Panitia pemilihan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah
mendaftar berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1), pada tempat-tempat yang satrategis dan mudah
diketahui masyarakat.

(2) Pengumuman hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
terhitung sejak pembuatan Berita Acara Hasil] Penjaringan Bakal Calon
Kepala Desa sebugaimana tercantum dalam Format Q lampiran Peraturan
Bupati ini.

3
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(3)Selama proses pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis kepada Panitia
Pemilihan sebagai bahan masukan dalam proses penyaringan.

Paragraf 7
Penyaringan

Pasal 50

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala
Desa, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka
waktu 20 (dua puluh) hari dengan rincian sebagai bernikut.
a. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas

lamaran dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dalam waktu 3
(tiga) hari;

b. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada
Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dalam
waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan; dan

c. Dalam hal terdapat keragu-raguan atau masukan tentang kebenaran
persyaratan bakal calon, maka panitia pemilinan melakukan klarifikasi
kepada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau pihak-pihak lain yang
terkait dalam waktu 5 (lima) han.

d. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratf dan klarifikasi dibuat
dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarnakat.

e. Format Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada huruf d tercantum dalam Format R Lampiran
Peraturan Bupati ini.

{. Paniia menetapkan dan mengumumkan serta undian nomer urut
Calon Kepala Desa termasuk persiapannya dalam waktu 5 (lima) hari.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan
dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai
hasi) pencelitian kelengkapan persyaratan administratif dan kliarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan
ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

(5) Masyarakat dapat memberikan masukan scbagaimana dimaksud pada
ayat (3), secara tertulis yang berkaitan dengan persyaratan administrasi
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dengan
ketentuan:
a. warga desa setempat;
b. berdomisili di desa setempat:
c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
d.membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang
disampaikan; dan

e. mclampirkan foto copy KTP.
(6) Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat diterima.
(7)Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam

jangka
waktu 3 (tiga) hari sejak proses penyaringan Bakal Calon Kepala

esa.

oy

Pasal 51

Berdasarkan hasil penyaringan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50
Panitia Pemitthan menetapkan Baka] Calon Kepala Desa menjadi Calon
Kepala Desa paling sedilat 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang.S
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Pasal 52

(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kurang dar 2 (dua) orang, Panitia
Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran sclama 20 (dua puluh)
hari.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala
Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka
Panitia Pemilihan membuat laporan tertulis kepada Panitia Pemilihan
Kabupaten melalui Tim Fasilitasi Kecamatan dengan tembusan ketua
BPD.

(3) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak
gelombang berikutnya.

(5) Berdasarkan penundaan’ pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat
Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan usulan
tertulis dari Camat sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 53

(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi
scbagaimana dimaksud dalam Pasail 49 lebih dari 5 (lima} orang, Panitia
Pemilihan meclaksanakan scleksi tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan
atas penilaian atas 3 (tiga) variabe] utama yang terdiri atas :
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
b. tingkat pendidikan; dan
c. usia.

(3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan
scbagal Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pcrangkat
Desa/PNS/Anggota TNI/Polni oleh Pejabat yang berwenang, dengan
kriteria penilaian sebagai berikut:
1. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai
50 (ima puluh);

2.memihki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);3. memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri/Tenaga
Hanan Lepas dengan skor nilai 20 (dua puluh);4. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan denganskor nilai O (nol).

(4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria
penilaian sebagai berikut :
a. SMP/sederajad : 20 (dua puluh);
b. SMA/sederajad : 25 (dua puluh lima);
c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
d. Diploma 4/Sarjana_: 35 (tiga puluh lima);

Ss
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(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(1)

e. Pascasarjana (Strata 2/3 ) : 40 (empat puluh).
Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c, dibuktikan
dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun
dengan skor nilai 10 (sepuluh);

b. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat)
tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);

c. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

Pasal 54

Dari hasil penilaian ketiga variabel utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Panitia Pemihhan menetapkan
hasil penilaian dan urutan perolehan nilai semua Bakal Calon Kepala
Desa mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, serta diumumkan
dengan cara menempelkan daftar hasil penilaian pada papan
pengumuman di Kantor/Balai Desa. setelah penilaian selesai
dilaksanakan.
Berdasarkan hasil penilaian dan urutan perolehan nilai terbanyak
masing- masing Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling banyak 5 (lima) Bakal
Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada urutan kesatu
sampai urutan kelima.

Pasal 55

Dalam hal terjadi Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5
(lima) besar perolehan nilai tertinggi lebih dan 5 (lima) orang, Panitia
Pemilihan mengadakan ujian tertulis.
Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti oleh
Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai terendah sama di antara
Bakal Calon Kcpala Desa yang termasuk dalam dafiar 5 (lima) besar
perolehan nilai tertinggi.
Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar
perolehan nilai tertinggi yang tidak mengikuti ujian tertulis ditambah
Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi pada ujian_ tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan kesatu sampai kelima
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 56

Untuk melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal
SS, panitia pemilihan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggidifasilitasi oleh tim fasilitas kecamatan.
Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1), dibiayai dari APBDes.
Penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan secara serentak dalam satu waktu dan disatu tempat yang
ditetapkan dan difasilitasi oleh panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 57

Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), denganmateri meliputi :

Pancasila;
. Undang-Undang Dasar 1945;
Peraturan tentang Desa;
Bahasa Indonesia; dan
Pengetahuan Umum, Sosial dan Kemasyarakatan.

op

2.
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(2) Materi soal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 100 (seratus) soal dengan
waktu untuk mengerjakan selama 120 (seratus dua puluh) menit.

(3) Nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
jumlah jawaban benar dan nilai tertinggi sebanyak 100 (seratus).

(4) Hasil nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung
diumumkan oleh Panitia Pemilihan setelah pelaksanaan wjian tertulis
selesai dan dilakukan penilaian sesuai perolehan nilai masing-masing
Bakal Caion Kepala Desa.

(S) Format Hasil penilaian ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Format Y Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 58

(1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui
undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh
para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon
dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana
tercantum daiam Format S lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan
pengumuman tentang nama calon yang tclah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
(6) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka
pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun hanya satu calon Kepala
Desa.

(7) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon Kepala Desa mengundurkan
diri atau meninggal dunia, maka foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengankertas putih polos oleh Panitia Pemilihan.

(8) Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak dapat
digunt dan dinyatakan gugur.

Pasal 59

Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan tentangPenetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(4), kepada BPD, Tim Fasilitas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 9
Kampanye

Pasa] 60

(1) Kampanye dilaksanakan dalam jangka wakt paling lama 3 (tiga) harisebelum pelaksanaan masa tenang, yang diatur olch Panitia Pemilihan.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganprinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

3

Pasal 61

(1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa membuat visi, misi
dan program kerja vang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun jika
terpulih sebagai Kepala Desa.
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(2) Visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan Calon Kepala Desa dalam bentuk naskah tertulis kepada
Panitia Pemilihan dan akan menjadi dokumen milik Desa.

Pasal 62

(1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat merupakan harapan
yang ingin diwujudkan oleh Calon Kepala Desa dalam jangka waktu masa
jabatan Kepala Desa jika terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berisi program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkKan visi.

Pasal 63

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilaksanakan
melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
@. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang

ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(2) Panitia Pemilihan mengatur dan menetapkan tata tertib, bentuk dan

jadwal kampanye.
Pasal 64

(1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:
a.mempersoaikan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang
lain;
.menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
. Mengganggu ketertiban umum;
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon
yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat pcraga kampanye calon;
h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari

gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan:dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

lainnya.
(2) Dalam kegiatan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (1), dilarang mengikutsertakan :
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa;
c. Pimpinan atau anggota BPD;
d. Panitia Pemilihan; dan
e. Penduduk Desa lain.

(3) pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan

walaupun belum terjadi gangguan;

-o
nm
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b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menycbar ke wilayah lain.

Paragraf 10
Masa Tenang
Pasal 65

(1) Masa tenang ditctapkan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara.

(2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon
Kepala Desa dilarang meluksanakan kampanye dan semua alat peraga
kampanye dilepas dan dibersihkan oleh para Calon Kepala Desa dan
Panitia Pemilihan.

(3) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.

(4) Benwuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pengumuman Pemungutan Suara
Pasal 66

(1) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan
Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara
Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa paling lambat 7 (tujuh)
hari sebclum hari pemungutan suara.

(3) Pengumuman secbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan cara pengumuman langsung melalui forum pertemuan warga,
media yang biasa dimanfaatkan oleh warga dan menempelkan
pengumuman pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui
masyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

(4) Format Berita Acara Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Format T Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Surat Pemberitahuan

Pasal 67

(1) Surat Pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel
Panitia Pemilihan.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
nama, alamat pemilih sesuai DPT, wilayah pemilihan, tempat dan waktu
pemungutan suara dilaksanakan.

(3) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk Desa yang berhak memilih
sesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan
suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada
penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT;

b.menghitung jumlah surat pembcritahuan yang telah disampaikan
sampai dengan 1 (satu) han sebelum pemungutan suara: dan
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c. membuat Berita Acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum
disampaikan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan
dan jumlah sisa surat pemberitahuan.

d. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum
dalam Format U Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Bagi penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT yang
belum menerima surat pemberitahuan pada saat penyampaian surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta
kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan pemungutan suara.

(S) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Format V Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Saksi

Pasal 68

(1) Setiap Calon Kepala Desa menugaskan seorang saksi pada saat
pemungutan suara dan penghitungan surat suara.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi harus
membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada
Panitia Pemilihan.

(3} Calon Kepala Desa menyampaikan data identitas saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan 3 (tiga) hari sebelum
han pemungutan suara.

(4) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
terdaftar dalam DPT.

(5) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para
saksi menempatkan diri di tempat duduk yang discdiakan oleh Panitia
Pemulihan.

Pasal 69
(1) Saksi Calon Kepala Desa harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri

kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukan surat mandat sesuai data
yang dikirim oleh Calon Kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) menit
sebelum rapat pemungutan suara dibuka.

(2) Panitia Pemilihan mengumpulkan para saksi untuk diberikan penjelasan
tentang tugas, hak dan kewajiban para saksi selama pelaksanaan
pemungutan suara dan penghitungan suara.

(3) Tugas saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)antara lain :

b. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
c. menyaksikan dan mengikuti jalannva penghitungan suara;
d. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan
e. menandatangani berita acara penghitungan suara.

(4) Hak saksi Culon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)antara lain :

a.memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan

b.menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat
Suara pada saat penghitungan suara.

(5) Kewajiban saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)antara lain :

a.menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suaradan penghitungan suara;
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b.bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanan pemungutan
suara dan penghitungan suara; dan

c. mentaati tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 70

Saksi Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan
penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala
Desa.

Paragraf 4
Alat Kelengkapan

Pasal 71

(1)Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan
menyiapkan alat kelengkapan pemilihan secara manual dan pemilihan
secara elektronik ( E-Votiny )

(2) Alat kelengkapan sebagaimana dimakeud pada ayat (1) secara manual
antara lain :

a.kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan
kebutuhan berikut kuncinva;

b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama
semua Calon Kepala Desa;

. DPT masing-masing wilayah pemilihan;
. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
. Stempel Panitia Pemilihan;
tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah
menggunakan hak pilihnya;

&-papan penghitungan suara;
h.blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
i. bDlangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
j. lembar perhitungan suara;
k.tempat duduk untuk para Calon dan pendamping:;
1. tempat duduk para saksi;
m.meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;n.sound system;
o. spidol, besar dan kecil, karet gelang. kantong plastik/dus;
p.bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
q.tenda sesuai dengan kebutuhan;
r. jam dinding/penunjuk waktu;
8. alat dokumentasi;
t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
u.genset /diesel;
v. foto berwarna semua Calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS;w. denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkandipintu masuk; dan
x. lain-lain sesuaikebutuhan.

(3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara E-Votingantara lain :

a. Kotak suara Audit yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhanberikut kuncinya;
b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama

semua Calon Kepala Desa;
c. DPT masing-masing wilavah pemilihan;d. peralatan pemungutan suara secara elektronik;
e. stempel Panitia Pemilihan;
f. inta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah
menggunakan hak pilihnya;
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(1)

g. blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
h. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
i, tempat duduk untuk para Calon dan pendamping;
j. tempat duduk para saksi;,
k.meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
l. sound system;

m. spidol, besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
n.bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
o. tenda sesuai dengan kebutuhan,
p.jam dinding/penunjuk waktu;
q. alat dokumentasi,
r. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
s. genset /diesel;
t. foto berwarna semua Calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS;
u.denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkan
dipintu masuk; dan

v. lain-lain sesuaikebutuhan.

Paragraf 5
Surat Suara

Pasal 72

Surat suara adalah surat suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan
sebagai sarana utama bagi pemilih dalam memberikan suara.

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama

(3)
dan nomor urut para Calon Kepala Desa.
Foto Calon Kepala Desa yang dimuat dalam surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa foto berwarna Calon Kepala Desa dengan
ukuran 4cmx6 cm.

(4) Bentuk, bahan dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam
pada ayal (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Format W Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

(1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih

(2)

(3)

(1)

yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan scbanyak 2,5% (dua koma
lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
Pencetakan surat suara scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah penetapan dan pengundian
nomor urut calon Kepala Desa selesai dilaksanakan.
Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah sclesai
dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebeclum pelaksanaan pemungutan
suara.

Paragraf 6
Kotak suara

Pasal 74

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a,
ditentukan scbagai berikut :

a. harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
b.lubang kotak suara harus memudahkan pemilih dalam memasukkan

surat suara;
c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam
yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara, dan

d.selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan
terkunci dan disegel.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sesuai
dengan pengelompokan bilik suara menurut Wilayah Pemilihan dengan
diberi tanda Wilayah Pemilihan.
Jumlah kotak suara scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan jumlah pemilih pada setiap Wilayah Pemilihan.

Paragraf 7
Bilik Suara

Pasal 75

Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b harus
menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.
Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan menurut
Wilayah Pemilihan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih
pada setiap Wilayah Pemilihan.
Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari:
a. Pemungutan suara secara manual

- Meja;
- Alas coblos (bantal);dan
- Alat coblos (paku yang diikat dengan tali).

b. E-Voting- Meja dan peralatan secara eiektronik

Paragraf 8
TPS

Pasal 76

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.
Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yangmudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat atau disabilitas serta
menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil,
Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan olch Panitia Pemilihan.
Panitia Pemilihan menctapkan 1 (satu) atau lebih lokasi TPS dan
dibagi menjadi beberapa kelompok wilayah pemilihan.
Kelompok wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah ganjil sekurang kurangnya 3 (tiga) kelompok wilayah
pemilihan.
Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan
memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses Ppemungutansuara berlangsung.

Paragraf 9
Pemungutan Suara

Pasal 77

Pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
Setiap pemilih berhak memberikan 1 (satu) suara, yang pada saat
memberikan suaranya harus hadir dan tidak dapat diwakilkan, dan
wajib menyerahkan surat pemberitahuan untuk ditukar dengan surat
suara.
Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dalam wilayah Desa pada hari,
tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
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Pasal 78

(1) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, semua Calon Kepala
Desa harus hadir di TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh
Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh istri/suami/keluarga lainnya
sampui dengan selesainya pemungutan suara.

(2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS pada saat pemungutan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan izin tertulis dari
Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS dengan tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa izin tertulis Panitia
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemungutan
Suara tetap dilaksanakan dan perolehan suara Calon Kepala Desa
tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 79

(1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan
pukul 14.00 WIB.

(2) Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para saksi Calon Kepala
Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebclum
pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Selambat-lambatnya pukul 07.30 WIB Ketua Panitia Pemilihan membuka
Rapat Pemungutan Suara dan menyampaikan penjelasan kepada pemilih
yang sudah hadir di TPS perihal :

a. nama-nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
b. surat suara dan tata cara pencoblosan;
ce. alur pencoblosan;
d. keabsahan surat suara;

(4) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan
kegiatan:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidenufikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumiah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(5) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri
oleh saksi dan calon, BPD dan warga masyarakat.

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang
ditandatangani olch ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota panilia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

(7) Penelitan alat kelengkapan khusus bagi desa yang pemungutan suara dilakukan
secara elektronik(E-Voting) meliputi :

a. Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan peralatan
suara secara elektronik, Paniti Pemilihan/Ketua KPPS bersama para calon
atau saksi dan tenaga teknis memeriksa peralatan e-voting;b. Tenaga teknis membuka aplikasi e-voting disetiap bilik untuk mengosongkandata disaksikan Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan para calon atau saksi yang

Selanjutnya
diperlihatkan hasil print out guna diumumkan kepada para yang

adir;
c. Hasil print out pengosongan data scbagaimana dimaksud pada huruf b
ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan para calon atau saksi
Kepala Desa.
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Pasal 80

(1) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto
Calon Kepala Desa dalam gambar kotak segi empat pada surat suara

yang diberikan oleh petugas TPS.
(2) Surat suara yang diberikan oleh petugas TPS scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi
stempel/cap Panitia Pemilihan.

Pasal 81

(1) Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia Pemilihan harus
menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara.

(2) Setelah pemungutan suara sclesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan
segera menutup rapat pemungutan suara dan bersama para Calon
Kepala Desa dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan
Suara.

(3) Berita Acara Pemungutan Suara yang tidak ditandatangani oleh Calon
Kepala Desa dan/atau saksi tidak mempengaruhi keabsahan
pemungutan suara.

(4) Format Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara,
Panitia Pemilihan menyediakan tempat di TPS berdasarkan Wilayah
Pemuiulihan sesuai DPT.

(2) Panitia Pemilihan menempatkan petugas TPS untuk melayani pemilih
yang telah hadir di TPS sesuai urutan kehadiran dengan mengatur dan
mengelompokkan pemilih sesuai alamat domusili berdasarkan Wilayah
Pemilihan masing-masing.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara dalam TPS dilaksanakan dengan cara
manual dan elektronik (e-voting).

(4) Mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dengan cara manual! :

a. Sctclah menecrima kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut, dan
apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu
suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau
rusak kepada Panitia Pemilihan/KPPS.

b. Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu)
orang calon vang berhak dipilih.

c. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat
diwakilkan dengan alasan apapun.

d. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dan
pemilih yang sakit, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu
oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

¢. Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan.

f. Pemilih yang hadir diberikan selembar kartu suara oleh panitia pemilihan,
melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

g- Setelah menecrima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti kartu suara
dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih
berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara
yang cacat atau rusak.

h. Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu suars
yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
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i. Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam ODilik suara dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

J. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak
menggunakan hak pilihnya.

k. Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru
setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

l. Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam
kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.

m.Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan
menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempe! Panitia Pemilihan.

n. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia
Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau_ saksi
menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum
dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

o. Pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan, penandatanganan Berita Acara
Pemungutan Suara dilakukan olch pcrwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi,
sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

p. Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke
Tempat Pemungutan Suara Induk.

q. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan
suara.

(5S) Mckanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara
secara cliektronik e-voting, sebagai berikut:
a. pemilih datang ke lokasi TPS;
b. pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan

menunjukkan dan menyerahkan surat undangan;
c. petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokan dengan

DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah
belum menggunakan hak memilih;

d. apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elcktronik, maka
Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik
pemilin dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk
memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah
sah dan miliknya;

¢. petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilihdalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir
menggunakan hak memilih;

f. pemiih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk
ditukar dengan smart card ke meja/petugas pemungutan suara;

g. pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus
antn;

h. petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk
digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara cicktronik;i. pemilih menuju ke bihk suara dengan membawa smart card;J. pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugasbilik suara;

k. setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suaraelektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalambilik suara;
I. setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, pemilih menyentuh satukali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;m.setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncullembar

konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda VYwarna hijau dalam kotak dan
tulisan “TIDAK” dan tanda *X” warna merah dalam kotak, untuk memastikan
pilinan sudah benar atau pilihan belum benar;
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n. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan

tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat

pada tulisan “TIDAK” dan tanda “X" warna merah dalam kotak;
v

©. jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda Y warna hijau dalam kotak,
maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak

memilih;
p. jika pemilih menyentuh tulisan “TIDAK® dan tanda °X” warna merah dalam

kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi

kesempatan Pemilih menentukan pilihannya,
q. pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan

membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas
pemungutan suara untuk digenerik ulang;

r. pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang
telah disediakan Panitia Pemilihan,

8. pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan;
t. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang

disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih;
u. Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data

dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik,;
v. Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada huruf u,

maka pemilih dapat meminta gant smart card hanya untuk satu kali;
(6) Dalam hal peralatan e-voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih

maka waktu pemungutan suara diperpanjang.
(7) Dalam hal peralatan e-voung mengalami kerusakan pada saat pemungutan

suara diselenggarakan maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan
peralatan c-voting lain pada hari pemungutan suara dan jumlah yang telah

menggunakan hak pilihya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada
memori hardisk peralatan e-voting atau membaca struk pada kotak suara /audit

ditambah jumlah suara pada rekapitulasi penghitungan suara pada peralatan e-

voting pengganti.
(8) Dalam hal peralatan e-voting tidak dapat diganti maka pemungutan suara

dilanjutkanpaling lambat 1 (satu) hari setclah pemungutan suara.
(9) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang

telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Paragraf 10
Pemilih Disabilitas

Pasal 83

(1) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat minta
bantuan kepada Panitia Pemilihan dalam memberikan suaranya.

(2) Untuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas
TPS dapat membantu untuk memberikan suara sesuai permintaan
pemilih dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa.

(3) Petugas yang ditunjuk dan para saksi yang membantu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih
yang bcrsangkutan.

Pasal 84

(1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan
mengumumkan :

a.
bahwa

pemungutan suara akan segera ditutup pada pukul 14.00 WIB;
an

b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya
di TPS.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Panitia Pemilihan menutup pemungutan suara pada pukul 14.00, dengan
ketentuan pemilih yang sudah hadir di dalam TPS untuk membecrikan
suaranya yang masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos tetap
diberikan kesempatan sampai dengan antrian pemilih terakhir
membenkan suaranya.
Pada saat rapat penutupan pemungutan suara, Panitia Pemilihan
menghitung dan mengumumkan :

a. jumlah pemilih sesuai DPT;
b.jumlah pemilih yang hadir dan mencoblos surat suara sesuai jumlah
surat pemberitahuan yang diterima kembali oleh petugas TPS;

c.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
cacat/rusak atau salah coblos;

d. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai.

Pasa] 85

Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan, para Calon
Kepala Desa dan para Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan
Suara.
Apabila ternyata ada Calon Kepaia Desa dan/atau Saksi Calon KepalaDesa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi sahnya
pemungutan suara, dan pcelaksanaan pemungutan suara tetap
dinyatakan sah.
Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) berkas
untuk Panitia Pemilihan dan 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan
Kabupaten.

Paragraf 11
Penghitungan Suara Secara Manual

Pasal 86

Setelah permungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia mengadakanpersiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungansuara Calon Kepala Desa.
Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),antara lain :

a.mengatur tata letak tempat dan petugas penghitungan suara agardapat mudah dilihat para saksi dan warga masyarakat;b.menyiapkean alat kelengkapan yang diperlukan: dan
¢c. menylapkan berita acara penghitungan suara.
Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selesai
dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat penghitungansuara dengan terlebih dulu melaksanakan :
a.mengumpulkan semua kotak suara di meja yang disediakan dan

meéenunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup,terkunci dan disegel dengan disaksikan olch para Calon Kepala Desa,para Saksi, dan warga masyarakat yang hadir di TPS;b.membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja,menghitung dan mencatat jumlah surat suara ada di dalam kotaksuara dan menata surat suara agar lebih mudah dilihat danditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan suara:c.memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi, dan wargamasyarakat setiap kotak yang telah dituangkan dan diambil surat
suaranya telah dalam keadaan kosong;

Penghitungan suara dilaksanakan secara berurutan per TPS.
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Pasa] 87

(1) Sebelum mulai penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihanmenjelaskan tentang keabsahan atau sah/ tidaknya surat suara kepadapara Saksi.
(2) Surat suara dinyatakan sah apabila:

a. surat Suara ditandatangani oleh ketua panitia;dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada | (satu) kotak segi empat yang memuatsatu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak Scgi empat yang memuat

nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; ataud.tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak scgi empat yang memuat

nomor, foto, dan nama calon..

Pasal 88

(1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), dilakukandan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan olehsaksi calon, BPD dan warga masyarakat.
(2) Saksi calon dalam penghitungan§ suara Sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan

menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
(3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan

penghitungan suara.
(4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatanganioleh ketua ketua dan sckurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta

dapat ditandatangani oleh saksi calon.
(5) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi _hasil

penghitungar suara.
(6) Pamitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil

penghitungan suara di tempat umum,
(7) Berita acara beserta kelengkapannya scbagaimana dimaksud pada ayat (6),dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalamkotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, danalat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepadaBPD segera sctelah selesai penghitungan suara.

Pasal 89
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukandengan cara:
a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkankepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara:b. dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atauterdapat keberatan salah scorang saksi atas sah/tidaknya surat suara,Ketua Panitia Pemilihan dapat meminta pendapat saksi lainnya danmemutuskan sah/tidaknya surat suara tersebut berdasarkan hasilmusyawarah atau voting antara Ketua Panitia dan para saksi;¢. Surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya_ dilipatkembali, ditata secara terpisah menurut perolchan masing-masing CalonKepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secaraterpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik; dan
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d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papanpenghitungan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Format WLampiran Peraturan Bupat ini.
Pasal 90

(1) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan hanya dilakukan satukali/tidak ada penghitungan ulang.
(2) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara vang memudahkan paraCalon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan penduduk desayang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.(3) Setelah penghitungan suara semua Wilayah Pemilihan selesai, PanitiaPemilihan menghitung dan membuat rckapitulasi perolehan suaramasing- masing Calon Kepala Desa dan surat suara yang tidak sah.(4) Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Format sebagaimanatercantum calam Format BB Lampiran Peraturan Bupati ini.(5) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah pada papanpenghitungan dengan jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakanadalah jumlah perhitungan suara sah pada papan penghitungan.(6) Jika pada saat penghitungan suara terdapat kckacauan yang dapat menggangguproses penghitungan suara maka pelaksanaannya dapat dihentkan sementarawaktu oleh Panitia Pemilinan dengan persetujuan para saksi.
(7) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan,pelaksanaan penghitungan suara dilanjutkan kembali.
{8) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan,Panitia Pemilihan menycrahkan penvelesaiannya kepada BPD yangdikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 91

(1) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 Panitia Pemilihan segera membuat Berita Acara Hasil PenghitunganSuara Per TPS Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan SuaraAkhir.
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani olehketua, para Calon Kepala Desa dan para Saksi.
(3) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon KepalaDesa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan suarasebugaimana dimaksud pada ayat (2), tudak mempengaruhi sahnyapenghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara_ tetapdinyatakan sah.
(4) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud padaayat (2), dibuat dalam rangkap 3, untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1(satu) rangkap, BPD sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunyadigunakan untuk usulan pengesahan Calon Kcpala Desa terpilihkepada Bupati.
(5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantumdalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 92
(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.(2) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara_ terbanyakditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan PanitiaPemilihan.
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(3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4)dan Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4)dimasukkan dalam sampul kKhusus yang. disediakan oleh PanitiaPemilihan.
(4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita AcaraPemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara,kepada BPD segera sctelah selesai penghitungan suara paling lambat 1

(satu) hari.
(5) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan kepada BPD berupakotak suara yang berisi surat suara, alat kelengkapan administrasipemungutan dan penghitungan yang pada bagian luar ditempel label/segel.

Pasal 93
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari seluruhjumlah suara sah hasil penghitungan suara ditctapkan sebagai calonKepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon kepala desa memperoleh suara terbanyakyang sama lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala desa terpilihditetapkan berdasarkan keunggulan wilayah pemilihan yang lebihbanyak yang diraih oleh masing-masing calon kepala desa.
(3) Dalam hal penentuan caion terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka calon Kepala desa terpilihditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada wilayahpemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak.
(4) Calon Kepala Desa yang memperolch keunggulan wilayah pemilihan yanglebih banyak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) atau memperolchsuara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sahpaling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditectapkan sebagaiCalon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 12
Penghitungan Suara secara e-Voting

Pasal 94
Mekanisme penghitungan suaradengan menggunakan alat pemungutan suarasecara elektronik e-voting, sebagai berikut :
a. Setclah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan mempersilahkan tim teknislapangan menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masingcalon;
b. Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksudpada hurui a, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara padaalat e-voting di sctiap bilik;
c. Untuk melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukanoleh tim teknis lapangan dan disaksikan oleh panitia pemilihan, para calon/saksi,BPD, Tim/Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragini Hulu;d. Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada hurufc , tim teknislapangan mencetak/print out hasil perolehan suara dari masing-masing biliksuara,
e. Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d,ditandatangani oleh ketua panitia pemilihnan bersama para calon/saksi.f. Setclah hasil cetakan/prmt out perolchan suara ditandatangani sebagaimanadimaksud pada huruf e, panitia pemilihan melakukan rekapitulasi jumlahperolehan suara masing-masing calon;
g. Sctclah melakukan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud padahuruf f, panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masingcalon;:
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h. Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing calon sebagaimanadimaksud padahuruf g, panitia pemilihan menyusun Berita Acara yang dihasilkandari peralatan pemungutan suara secara elektronik dan dilanjutkan denganmenandatangani Berita Acara;
i. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditandatangani oleh PanitiaPemilihan dan Calon/saksi;
j. Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf iada calon/saksi tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara, maka BeritaAcara dinyatakan sah;
k. Dalam hal terdapat keberatan dari calon terhadap hasil penghitungan suaradengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka panitia pemilihan dapatmenghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotakaudit dan menghitung struk/hasil cetak alate-voting,l. Keberatan calon sebagaimana dimaksud pada hurof k disampaikan paling lambat3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
m.Penghitungan suara secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf k,disaksikan oleh para calon/saksi, BPD, tim pengawas kecamatan dan PanitiaPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;n. Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada hurufk terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-Voring, maka hasil penghitungansuara yang sah adalah penghitungan berdasarkane- Voting,0. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 13
Penyelesaian Laporan Pelanggaran dan/atau Perselisihan

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 95

(1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa pada setiap§ tahapanpenyclenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD.
(2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat disampaikan oleh :

a. Pemilih;
b. Saksi;
c. Calon Kepala Desa.

(3) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disarnpaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit :a. Nama dan alamat pelapor;
b. Pihak terlapor;
c. Waktu dan tempat kejadian perkara;dand. Uraian kejadian.

(4) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan paling lama 2 {dua} hari sejak terjadinya pelanggaran pemilihanKepala Desa.
(5S) BPD wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa palinglama 3 (tigaj hari sejak ljaporan diterima.

Pasa] 96

(1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 95 vang merupakan :
a. Pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa diteruskan kepada PanitiaPemilihan,
b. Perselisihan pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh BPD;danc. Tindak pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurof b
tidak dapat diselesaikan, BPD mclaporkan kepada Camat.

(3) Dalam ha! Camat tidak dapat menyelesaikan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), Camat melaporkan kepada Bupati.

(4) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tangeal diterimanya permohonan penyelesaian pelanggaran dan/atau
perselisihan pemilinan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 97

Selama proses penyelesaian pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan KepalaDesa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasa! 96, proses pemilihan KepalaDesa tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 98

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih denganKeputusan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari) setelah
berakhirnya pemilihan Kepala Desa.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sctclah penetapan Calon Kepala Desa terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikanlaporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama Calon Kepala Desa
terpilih kepada BPD.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan KeputusanPanitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih menjadiKepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala DesaTerpilih;
b. Berita Acara Pemungutan Suara;
c. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

(4) Apabila dalam jangka wakm sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Panitia Pemilihan belum melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPDmeminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk segeramelaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3
(tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan dikirimkan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PanitiaPemilihan juga belum menetapkan hasil pemihhan Kepala Desa, Camat
mengambil langkah penyelesaian berkoordinasi dengan Panitia Pemilihandan BPD. Maka Camat menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilihuntuk disahkan.

Pasa] 99

(1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan danpengangkataan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakditerima laporan dari BPD.
(2) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yangditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan KeputusanBupati sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahWakil Bupati atau Camat.
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Paragraf 1

Pelantikan

Pasal 100

(1) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud padapasal 100 ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. pembacaan Keputusan Bupati;
b.pengambilan sumpah/janji jabatan;
c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;d.prakata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;f. pembacaan Amanat Bupati,
g.pembacaan Doa.

(2) Sebelum dilantik menjadi Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilihdiambil sumpah/janji.
(3) Sumpah/janji scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akanmemenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan scbaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnva; bahwa saya akan selalu taat dalammengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, danbahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasear Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamelaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara KesatuanRepublik Indonesia”.
(4) Pakaian Kepala Desa pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan

pelantikan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai benkut:a.PDU Kepala Desa Pna terdin atas:
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas wama putih dengankancing warna perak;
2. Celana panjang warna putih, dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna puuh.b.PDU Kepala Desa Wanita terdin atas:
1.Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengankancing warna perak;2.Rok warma putih 15 cm dibawah lutut; dan
3.Sepatu fantovel warna puch.

(5} PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 10]

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan setelah berakhirnyamasa jabatan Kepla Desa yang lama.
(2) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada harilibur, maka pelantikan akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnyaatau satu hari scbelum hari libur.
(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktukarena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda palinglama 1 (satu) Bulan.

Pasal 102
(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meningga! dunia, berhalangan tetap ataumengundurkan diri dengan alusan yang dapat dibenarkan sebclumpelantikan, Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupatimengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan PemerintahDaerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.
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(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mclaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengandilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemithan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan denganpemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Pasa] 103

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir dalam pelantikan tanpaalasan yang dapat dipertanggung jawabkan Calon Kepala Desa terpilihdinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dariPNS di lingkungan Pemerintah Dacrah berdasarkan usulan tertulis dariCamat.
(2) Penjabat Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1),melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengandilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan denganpemilihan serentak terdekat pada gclombang berikutnya.

Pasal 104
(1} Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tcrsangka dandiancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelumpelantikan, Calon Kepala Desa terpihh tetap dilantik sebagai KepalaDesa.
(2) Dalam hai Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1), sedang menjalani tahanan scbagai tersangka, pada kesempatanpertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung scjaktanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yangbersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Desadilaksanakan olch Pelaksana Tugas Kepala Desa.
(4) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Penugasan dari Camat.(5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yangtidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecualidengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasa] 105

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan scbagai tersangka dalamtindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidanaterhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desaterpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan padakesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yangbersangkutan dari jabatannya scbagai Kepala Desa.(2}Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desadilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
(3) Pelaksana Tugas Kepala Desa scbaguimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangtidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecualidengan alasan yang dapat dibenarkan.
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Pasal 106

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dandiancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahunberdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, CalonKepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan padakesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitungsejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yangbersangkutan dari jabatannya sebagai Kcpala Desa.
(2)Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desadilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.
(3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.
(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yangtidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecualidengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 107
(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dandiancam dengan pidana penjara paling singkat 5S (lima) tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetapdilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau palinglambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupatimemberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai KepalaDesa.
(2)Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang diberhentikan scbagaimanadimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerahsebagai Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan tertulis Camat.(3)Penjabat Kepala Desa sebaguimana dimaksud pada ayat (2)melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengandilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktumelalui musyawarah Desa.
(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yangtidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecualidengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 108
(1)Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa terpilih tidak hadir dalampelantikan dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh PanitiaPemilihan Kabupaten sebelum dilaksanakan pelantikan, Calon KepalaDesa terpilih yang bersangkutan dilantik tersendiri oleh Bupati atauPejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelantikandilaksanakan.
(2) Jadwal waktu dan tempat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ditetapkan olch Panitia Kabupaten.
(3) Masa jabatan Kepala Desa yang dilantik tersendiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), sclama 6 (enam tahun dan berakhir bersamaan denganberakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lainnya dilantik.

a



Pasal 109

(1) Jika Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104ayat (5), Pasal 105 ayat (4), Pasal 106 ayat (4) dan Pasal 107 ayat (4) tidakhadir dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1),
yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan Bupatimengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.

(2)Penjabat Kepafa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan denganpemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

IJJ

Paragraf 2
Serah Terima Jabatan

Pasal 110

(1)Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan setelah pelantikan Calon
Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.

(2}Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) harisetelah pclantikan.
(3)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan penandatanganan bcrita acara serah terima jabatan danpenyerahan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. pendahuluan;
b. monografi Desa:
c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;d. rencana program yang akan datang;e. kegiatan yang telah disclesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencanakegiatan setahun terakhir;
f. hambatan yang dihadapi; dan
g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

(5) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dikoordinasikan lebih lanjut oleh Camat.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA
Pasa] 111

(1) Kepala Desa bertugas menyclenggarakan Pemcrintahan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KepalaDesa mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
. mengangkat dan memberhcntikan Perangkat Desa:memegang kekuasaan pengclolaan Keuangan dan Aset Desa;- menetapkan Peraturan Desa;
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;membina kehidupan kemasyarakatan Desa;membina ketentcraman dan ketertiban Masyarakat Desa:m
nr
aa
ng
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a. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa, serta
mengintegrasikannya agar mencapai perckonomian skala produktifuntuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;b. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

c. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negaraguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;memanfaatkan teknologi tepat guna;
mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasahukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

h. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

m
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Pasal 112

(1) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 111ayat (1) Kepala Desa berhak :

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa:b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;c.menenma penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaanlainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;dan
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepadaPerangkat Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan penghasilan tetap setiapbulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatjaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diaturdalam Peraturan Bupati tersendiri.

m

Pasal 113
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1)Kepala Desa berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mclaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;menaati dan mencgakkan peraturan perundang-undangan;melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas darikolusi, korupsi, dan nepotisme;
8. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangkukepentingan di Desa:
- menyclenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;mengelola Keuangan dan Aset Desa;
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa:menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;-membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup; dan
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Pp. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 114
Dalam mclaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 112 dan Pasal 113, Kepala Desa waj)ib bersikap dan bertindak adil,tidak diskriminatif, serta membcrikan pelayanan yang sebaik-baiknyakepada masyarakat.

Pasal 115

Kepala Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum:
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan_ tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, mencrima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;
8. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua’ dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan

perundangan-undangan;ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan: dan
1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turuttanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 116
(1) Masa Jabatan Kepala Desa sclama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggalpelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat palingbanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau terputus.(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada uyat (2),termasuk masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu.
(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri atauberhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dihitungtelah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB VII
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 117

Masyarakat/warga desa dapat menyampaikan pengaduan yang berkaitandengan adanya dugaan pclanggaran dalam pelaksanaan pemilihankepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:
a.warga desa sctempat;
b.berdomisili di Desa setempat;c.terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;d.membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas aduan yangdisampaikan; dan
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secaratertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan sampaiditutupnya rapat pemungutan suara.
Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterima.

3.

Pasal 118
Panitia memfasilitasi Kecamatan penanganan pengaduan yang tidakdapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan olehPanitia Pemilihan Kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahanpemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan Panitia PemilihanKecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 119

Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalampelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
Penyclesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat {1),dikoordinasikan oleh Panitia pemilihan kabupaten sesuai dengankewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tidak mempengaruhipelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan danpengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

(1)

(2)

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 121

Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatanlebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupatensebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksaanakan palinglama 6 (enam) bulan sejak Kcpala Desa diberhentikan.
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(3)

(t)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitungsejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa
yang diberhentikan.

Pasal 122

BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas unsur perangkat Desadan unsur masyarakat.
Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu scbagaimana dimaksud pada ayat
(4| bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 123

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) melakukan
penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkanpaling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) lebih dari 3 (tiga)orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa;b. tingkat pendidikan;
c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,; dand. usia.
Daiam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitiapemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tctap kurang dari 2 (dua) orangsetclah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPDmenunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampaidengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 124

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:a. persiapan;
b. pclaksanaan; dan
c. pelaporan.
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD palinglama dalam jangka waktu 15 (lima belas) han terhitung sejak Kepala Desadiberhentkan;
b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa olch Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa palinglama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejyak diajukan olehpanitia pemilihan;
d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh PanitiaPemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PanitiaPemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
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f. Persyaratan pencalonan Baka! Calon kepala Desa antarwaktu sebagaimanadimaksud pada huruf e sama dengan persyaratan Bakal calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasa! 40 : dan

g. penetapan calon Kepala Desa antar waktu olch Panitia Pemilihan Kepala Desa
antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga)
orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis
pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa
melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta
musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa olch Panitia Pemilihan kepadamusyawarah Desa; dan
¢. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cmelibatkan unsur masyarakat.
(S) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

. tokoh adat;
- tokoh agama:
. tokoh masyarakat;
. tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelavan;

. perwakilan kelompok perajin;
. perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

-unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakatsetempat.
(6) Unsur masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakilipaling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
(7) Jumiah peserta musyawarah Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (4) danayat (S) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa denganmemperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yangditetapkan dengan keputusan BPD.
(8) Tahapan pelaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc meliputi:- pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepadaBPD dalam jangka waktu 7 (Cuyjuh) han setelah musyawarah Desamengesahkan calon kepala Desa terpilih;b. pelaporan calon Kepala Desa terpilin hasil musyawarah Desa oleh ketua BPDkepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dariPanitia Pemilihan;

c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala
pesa terpilin

paling lambat 30 (tiga puluh) hari Sejak diterimanya laporan dari
; dan

d. pelantikan Kepala Desa olch Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejakditerbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih

RS
Fo
rm

e
m
o

a.

dengan urutan acara
perundang-undang

pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
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Bagian Kedua
Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 125

(1) Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu dipimpin olehKetua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa Antarwaktu.
(2) Musyawarah Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang diundang.
(3) Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftarhadir.

Pasal 126

Untuk kelancaran proses Musyawarah Desa Antarwaktu Ketua BPD selaku
Pimpinan Musyawarah Desa, menunjuk salah seorang peserta musyawarahsebagai Sckretaris yang bertugas :
a. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa Antarwaktu;b. mempersiapkan bahan/peralatan yang akan digunakan dalamMusyawarah Desa Antarwaktu:
c. mempersiapkan peralatan apabila terjadi Voting;d. mempersiapkan Berita Acara Hasil Musyawarsh Desa Antarwaktu:;¢. mempersiapkan surat pembecritahuan kepada Panitia Pemilihan tentangHasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 127

ketua BPD membuka Musyawarah Desa dan menjelaskan tentang:€&. musyawarah Desa Antarwaktu telah memenuhi kuorum;b. mengesahkan Bakal Calon Kepala Desa yang diajukan Panitia Pemilihanmenjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
c. tata tertib Musyawarah Desa Antarwaktu.

Pasal 128

(1) Musyawarah Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan cara MusyawarahMufakat untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih.(2) Apabila Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidaktercapai dilakukan meksnisme Voting.
(3) Mekanisme Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakandengan ketentuan:

a. pembcrian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidakboleh diwakilkan;
b. pemilihan dilaksanakan secara Jangsung umum bebas rahasia denganCara yang disepakati oleh Peserta Musyawarah; danc. Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih ditentukan berdasarkan suaraterbanyak.

(4) Ketua BPD mengumumkan Hasil Musyawarah Desa dan Calon KepalaDesa Antarwaktu terpilih.
(5) Musyawarah Desa mengesahkan Hasil Musvawarah Desa Antarwaktudan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih scbagaimana dimaksud padaayat (4), dalam _bentuk Keputusan Musyawarah Desa yangditandatangani oleh Ketua dan Sckretaris.
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Pasal 129

(1) Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa Antarwaktu
terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 disampaikan kepadaPanitia Pemilinan paling lambat 3 (tiga) hari sctelah pelaksanaanMusyawarah Desa Antarwaktu.

(2) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayatditetapkan scbagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpuih denganKeputusan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (Cujuh)hari sejak ditermanya berkas dari Panitia Musyawarah DesaAntarwaktu.
(3) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih yang telah ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untukdimintakan pengesahan sebagai Kepala Desa Antarwaktu kepada Bupatimelalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditctapkan.

Pasal 130

(1)Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 menjadi Kepala Desa palinglama 30 (tiga puluh) han sejak tanggal ditcrimanya laporan hasil
pemilihan dari BPD atau Camat.

(2) Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala DesaAntarwaktu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
Pasal 131

(1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabatyang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitanKeputusan Bupati sebagaiman dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2).(2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan Calon Kepala Desaterpilih.
(3) Serah terima jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakandengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan danpenyerahan memori serah terima jabatan.
(4)Memori scrah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- pendahuluan;
. monografi Desa;
pelaksanaan program kerja tahun lalu;

-Tencana program yang akan datang;
- kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana
kegiatan setahun terakhir;
hambatan vang dihadapi; dan

. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

a.

d.
¢.

f.
&.

Bagian Ketiga
Seleksi Tambahan

Pasal 132

(1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah Bakal Calon Kepala Desa yangmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ternyatalebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukanseleksi tambahan.,
(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denganmenggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai PemerintahanDesa, tingkat pendidikan, dan usia.
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(3) Penilaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kritcria yang ditentukan,meliputi :

a. memiliki pengetahuan mengcenai pemerintahan Desa, dinulal
berdasarkan bobot _onilai pengalaman pengabdian kepadamasyarakat/ Desa;

b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikanformal tertinggi yang dimiliki;c usia, dinilas berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.
Pasal 133

(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkanatas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama vang terdiri atas :a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;b. tingkat pendidikan; dan
c. usia.

(2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatansebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/PerangkatDesa/PNS/Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengankniteria penilaian sebagai berikut:a.memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desadan/atau Perangkat Desa lebih dan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50(lima puluh);
b.memiuliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desadan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan§ (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh)};c.memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri/TenagaHaran Lepas dengan skor nilai 20 (dua puluh);d.tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan denganskor nilai O (nol).

(3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,dibuktikan dengan memiliki ijjazah pendidikan tertinggi, dengan kniteriapenilaian sebagai berikut :

a. SMP/sederajad : 20 (dua puluh);
b. SMA/sederajad : 25 (dua puluh lima);
ce. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh):d. Diploma 4/Sarjana_: 35 (tiga puluh lima);
e. Pascasarjana (Strata 2/3 ) : 40 (empat putuh).

(4) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c, dibuktikandengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puiluh) tahundengan skor nilai 10 (sepuluh);
b. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat)tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
c. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

Pasal 134

Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal133 ayat (3) huruf b, ditctapkan sebagai berikut :
a. SMP/sedcrajad bobot nilai 1;
b. SMA/sederajad bobot nilai 2;
c. Diploma/Sanana Muda bobot nilai 3;dand. Sarjana bobot nilai 4.
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Pasal 135
Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 131 ayat (3) hurufc, adalah sebagai berikut :
a. umur 25 - 60 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); danb. umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai | (satu).

Pasal 136
(1)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134,dan Pasal 135 menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untukmenetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang akan diusulkan keBPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa.
(2) Paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) baka] Calon Kepala DesaAntarwaktu yang mendapatkan tertinggi berdasarkan hasil penilaiansebaguimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon KepalaDesa Antarwaktu.

3

Pasal 137
(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhipersyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjangwaktu pendaftaran sclama 7 (tujuh) hari.
(2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhipersyaratan tctap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktupendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menundapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yangditetapkan kemudian.

Bagian KeempatMasa Jabatan Kepaia Desa Antarwaktu

Pagal 138
Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu selama sisa masa jabatan KepalaDesa yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

Bagian Kelima
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 139

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Antarwaktu samadengan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa yang dipilihmelalui Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 140

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desadibebankan pada APBDesa.
(2) Biaya penyclenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipergunakan untuk:

a. Pengadaan surat suara;
b. Kotak suara;
c. Kclengkapan peraiatan lainnva;
d. Honorarium panitia dan petugas;
e. Biaya pelantikan.
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(3} Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Desa.
(4) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilarang memungut biaya daricalon Kepala Desa.

BAB XIl
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 141
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasa! 139 Kepala Desa harus :
a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhirtahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati melalui Camat;c.memberikan laporan ketcrangaun penyelenggaraan Pemerintahan Desasecara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dand.memberikan dan/atau) menyebarkan informasi penyelenggaraanpemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhirtahun anggaran.

Pasal 142

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasa! 141 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camatpaling lambat 3 (tiga) bulan sctelah berakhirnya tahun anggaran.(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3} Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi olch Bupati untuk dasarpembinaan dan pengawasan.

Pasal 143

(1)Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan PenvelenggaraanPemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 141 hurufb, kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan Penyelenggaraan Pecmerintahan Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelumberakhirnya masa jabatan.
(3) Laporan Penyelenggaraun Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktuuntuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dand.hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh KepalaDesa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
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Pasal 144

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan PenyelenggaraanPemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c
setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3
(tiga) bulan setelah bcrakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan PeraturanDesa.
(3} Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsipengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 145
Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14! huruf d secara tertulis dan denganmedia informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenaipenyelcenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.BAB

CUTI KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 146

d. Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Bupati.e. Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikankewenangan kepada Camat.

Bagian Kedua
Jenis Cuu

Pasal 147

Cuti bagi Kepala Desa terdiri dari :
a. Cut tahunan;
b. Cuti sakit;
c. Cun bersalin
d.Cuti karena alasan penting; dan
e. Cuti besar.

Pasal 148

Cuti Tahunan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 147 huruf a, adalah cutiyang dibcrikan kepada Kepala Desa dengan ketentuan:
a. Kepala Desa yang telah bekerja paling sedikit | (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan;b. Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah 12 (dua belas)hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah;c. Untuk mendapatkan cuti tahunan Kepala Desa yang bersangkutan mengajukanpermohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
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Pasal 149

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 huruf a yang tidak diambildalam tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikuntrya.

Pasal 150

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pclaksanaanya oleh pejabat yang berwenangmemberikan cuti, apabila terdapat kepentingan dinas yang terganggu akibat
pelaksanan cuti tersebut.

Pasa] 15]

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada KepalaDesa yang mengalami sakit, dengan ketentuan :

a. Kepala Desa yang sakit selama | (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit,dengan memberitahukan kepada atasannya.,b. Kepala Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, denganmenyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenangmemberikan cuti dan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 152

Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 huruf c, diberikan kepadaKepala Desa yang mengualami persalinan, dengan ketentuan :a.Cuti bersalin diberikan kepada Kepala Desa perempuan untuk persalinanpertama, kedua dan ketiga;
b. Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah selama 3

(tiga) bulan dengan perincian 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua} bulansesudah persalinan;
c. Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada hurvf b KepalaDesa perempuan yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis

kepada pejabat yang berwenang memberikan cuts;d. Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara tertulis oleh
pejabat yang berwenang memberikan cuti.

1

Pasal 13
Cuti karena alasan penting scbagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d,diberikan kepada Kepala Desa yang mengalami kejadian atau peristiwa yangpenung, dalam hal :

a. Ibu, Bapak, Istri/suami, anak, adik kandung/ipar, kakak kandung/ ipar, mertuaatau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
b. Salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggaldunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Kepala Desa yangbersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggaldunia itu;
c. Melangsungkan perkawinan yang pertama sejak menjadi Kepala Desa.

Pasal 154

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan olch pejabat yang berwenangmemberikan cuti untuk paling lama 7 (rujuh) hari.
(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Kepala Desa mengajukanpermintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepadapejabat yang berwenang memberikan cuti.
(2) Cuti karena alasan penting, diberikan secara tertulis oleh pejabat yangberwenang memberikan cuti.
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Pasal 155
Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e, diberikan kepadaKepala Desa yang membutuhkan waktu fama untuk untuk melaksanakan sebuah
kegiatan pribadi, meluputi :
a. melaksanakan kewajiban agama;
b. mengikuti pemilihan Kepala Desa.

Pasal 156
(1) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 diberikan untuk paling lama 2(dua) bulan;
(2) Kepala Desa yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tanunan dalamtahun berjalan dan tahun berikutnya,
(3} Untuk mendapatkan cuti besar, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukanpermintaan secara tertulis kepada pejabat vang memberikan cuti;
(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikancuti.

Pasal 157
(1) Selama menjalankan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 154, KepalaDesa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnyasecara penuh.
(2) Sebctum menjalankan cuti sebagaimsana dimaksud pada Pasal 154, Kepala Desamenyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Sekretaris Desa dengan SuratPerintah Tugas;
(3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Kepala Desa dapat menugaskan seorang Perangkat Desa yangkompeten,

BAB XIV
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 158

(1) Kepala Desa berhenti karena:
a.meninggal dunia;
b.permintaan sendin; atau
c. diberhentikan.

(2} Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufckarena:
a. berakhir masa jabatannya;b.tidak dapat meclaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karenamenderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidakberfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat kcterangandokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui kebcradaannya;c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d.melanggar larangan scbagai Kepala Desa;
e.adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, ataupenghapusan Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban scbagai Kepala Desa; atau
g-dinyatakan sebagai terpidana yang dipidana penjara karena melakukantindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5
(lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.
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(3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a dan huruf b, dapat diterima atau ditolak oleh Bupati denganmempcerhatikan rekomendagi Camat.
(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 159

(1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 ayat (1) huruf a, BPD mengusulkan pemberhentian KepalaDesa karena meninggal dunia kepada Bupati melalui Camat.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimakaud pada ayat (1), Bupatimenetapkan pemberhentian Kepala Desa dan selanjutnya mengangkatPenjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat.
(3) Pemberhentian Kepala Desa atas permintaan sendiri sebagaimanadimaksud dalam Pasai 158 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulisoleh Kepala Desa kepada BPD beserta alasan-alasannya.(4) Apabila alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diterima, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa. ataspermintaan sendiri kepada Bupati melalui Camat.
(5)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupatimenetapkan pemberhentian Kepala Desa dan sclanjutnya mengangkatPenjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat.

D

3 A

Pasal 160

(1)Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 159 ayat (1) huruf c, BPD melaporkan dan/atau mengusulkanpemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat denganmenyampaikan alasan-alasannya.
(2) Berdasarkan laporan dan/atau usulan BPD sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Bupati dapat menerima atau menolak usulan

pemberhentian Kepala Desa dengan memperhatikan rekomendasiCamat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 161

Kepala Desa dibcrhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulanPimpinan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam denganpidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan.
Pasal 162

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan
Pimpinan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidanakorupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak Ppidana tcrhadap keamanannegara.

Pasal 163

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalamPasal 161 dan Pasal 162 diberhentikan oleh Bupati setclah dinyatakanscbagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.
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Pasal 164
Daiam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 161 dan Pasal 162, Sckretaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 165

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud delamPasal 161 dan Pasal 162 setelah melalui proses peradilan ternyataterbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari scjakpenctapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupatimerchabilitasi dan mengaktifkaun kembali Kepala Desa yang bersangkutansebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.(2)Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harusmerehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

(3) Apabila sampai dengan becrakhirnya masa jabatan Kepala Desa yangdiberhentikan sementara belum ada putusan pengadilan yang tetap,Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jJabatannya karenatelah berakhir masa jabatannya.

Pasal 166

(1)Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diberikansanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis olehBupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diberikannya sanksiadministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tidak

meéenyampaikan laporan penyclenggaraan pemerintahan Desadilakukan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul PimpinanBPD melalui Camat.
(3) Apabila dalam waktm 6 (enam) bulan secjak diberikannya tindakanpemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Kepala Desa tidak juga menvampaikan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dilakukantindakan pemberhentian oleh Bupati berdasarkan laporan BPD kepadaBupati melalui Camat.

Pasal 167
Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkandengan Keputusan Bupati.

Pasal 168
(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desamelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai denganberakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara KepalaDesa.
(2) Dalam hal Sekretaris Desa kosong maka dapat ditugaskan PerangkatDesa yang lain sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentangpemberhentian sementara Kepala Desa.
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Pasal 169

Kepala Desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan penghasilan tetapdan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV
PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pasal 170
(1) Bagian Pemerintahan Desa wajib menyelenggarakan Pelatihan dan

Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru dilantik untuk meningkatkankapasitas Kepala Desa.
(2) Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan dan pembekalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pada awal masa jabatan.
(3) Materi pelatihan dan pembckalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)antara lain meliputi :

a. Wawasan kcbangsaan dan bela negara;
b. pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa;
c. pengelolaan administrasi Desa:
d. pengelolaan keuangan Desa:
e. pengelolaan aset Desa;
f. produk-produk hukum di tingkat Desa;
8- pengawasan keuangan Desa;
h. korupsi, kolusi dan nepotisme;
i. pemberdayaan masyarakat:
j. kerjasama Desa;
k. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
l. maten lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Penjabat Kepala Desa,tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 tentang PedomanPemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017Nomor 136)
2.Peraturan Bupati [ndragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2017 tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 Tentang PedomanPemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017Nomor 145)
dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 173Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanAgar scttap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundanyan Peraturan Bupati

inj dengan penempataniya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragini Hulu.
Ditetapkan di Rengat

pe»
atangeal |!

pr
ou)RAL BUt

;

INDRAGIRI HULU

H. YOP! ARIANTO

Diundangkan di Rengatpudatanpeal t Ob 2019SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN INDRAGIRI HULU,

4

H.HENDRIZALBERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 40
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LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULUNOMOR
=: 49 TAHUN 2019TANGGAL =: yur 2019

Bentuk, ukuran dan isi kop surat dan stempe! panitia pemilihan Kepala Desa(Format A);
Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format 8);Dattar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa ( Format C):Berta Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penetapan Jumlah DPT (FormatD);
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (Format £};Surat Pernvataan Berdakwa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (Format F};Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada NegaraKesatuan Republik Indonesia Serta Pemenntah (Format G);Surat Pernvataan Tidak Pernah Menjabat Sebaga: Kepala Desa Selama TigaKali Masa Jabatan (Format H};Surat Pernvataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa (Format I);

4.

8.

9.
.Surat Pernvataan Siap Mencrima dan Mengakui Hasil Proses Pemilhan

10

Kepala Desa (Format J):
Surat Pernvataan Bersedia Bertempat Tinggal di Desa Setempat di WilayahPemukiman ?enduduk (Format kh);Surat Pernvataan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban AkhirMasa Jabatan (Format L);
Surat Pernvataan Bersedia Mengundurkan Diri sebagai PegawaiBUMN/BUMD/Swasta (Format M):.Surat Pemvataan Bersedia Menggant Seluruh Biava PenyelenggaraanPemilihan (Format N},
Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang (Format QO).Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Format P).. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format Q):18. Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa YangBerhak Dipilih (Format R):
Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format S);Berita Acara Jumiah Surat Pembernitahuan (Format T};Surat Pembentahuan Kepada Pemihh (Format VU):Kartu Suara Pemilihan Kepajla Desa (Format V};Blanko Penghitungan Suara (Format W},Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (Format X);Hasgil Penilaian dan Urutan Nilai Bakal Calon Kepala Desa (Format Y)}.



Format A

BENTUK, UKURAN KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Format Kop Surat
1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian
atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna
hitam.
a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok :

“PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA”.
b.Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok

Cc.

d.

“DESA KECAMATAN °

Tuhsan pada baris ketiga dengan huruf balok :

“KABUPATEN INDRAGIRI HULU”,
Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil:
*Sekretariat
; \ditulis alamat kantor sekretariat panitiaj
Te'p Kode Pos ,

. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan “Sekretariat”e.
di beri garis tebal.
Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Styleukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan
jenis huruf Bookman old style ukuran 12.

f.

2. Bentuk kop surat Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat ° Telp Kode Pos

Nomor ,

' 2019
Lampiran °

Kepada :

hal : Yth

di -

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ketua



B.Format stempel
1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empatpersegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : + 5,5 Cm x2,5 Cm
2. isi Tulhsan :

a. Baris pertama: “PANITIA®
b. Bans kedua: “PEMILIHAN KEPALA DESA”c. Baris ketiga : “DESA KECAMATAN °

d. Baris keempat : “KABUPATEN INDRAGIRI HULU”
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Styleukuran 12.
5S. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desaadalah :

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

a





Format 8PANITIA PEMILIHAN EPALA DESADESA KECAMATAN,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat -
Telp........ Kode Pos

KEUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

NOMOR ........ TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DESA

Menimbang :

Mengingat -

a.

1.

KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA
bahwa s¢suai ketentuan Pasal 29 avat (3) Peraturan BupatiIndragin Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang PelaksanaanPemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar PemilihSementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu. menetapkan Keputusan PanitiaPemilihan Kepala Desa Desa tentang Penetapan DaftarPemilith Sementara (DPS) Desa .......... Kecamatan KabupatenIndragin Hulu:

Undang-Undang Nomor !2 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan DaerahProvins: Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun1956 Nomor 25} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkart [1 Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten dalam Lingkungan Dacrah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2754);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 52345);

2.

Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495}:

3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

ry

Ss



Menetapkan
KESATU

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara
Repubhk Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa |lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539}sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilhan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Peiaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Indragir: Hulu 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN |;

: Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam
Pemilihan Kepala Desa Tahun sesuai hasil pendaftaran
pemilin dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa
Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tersebutH
dalam Lampiran Keputusan ini.

6



KEDUA

KETIOA

: Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum
KESATU Keputusan im diumumkan kepada masvarakat desa
sclama 3 (tiga) han terhitung sejak diretapkannya Keputusan ini
untuk membcrikan kesempatan kepada masvarakat mengajukan
usulan perbaikan.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITLA PEMILIHAN KEPALA
DESA
DESA

Ketua

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

Bupati Indragin Hulu;
Camat
Ketua BPD Desa

2.
3.

Arsip.4
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Format C

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat °

. Telp Kode Pos
eee ee

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
NOMOR TAHUN ....

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DESA

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati
Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pemilinan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih
Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan kKeputusan Panitia

b.

Pem:hhan Kepala Desa Desa tentang Penetapan
Daftar Pemilih Tambahan Desa
Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun’ 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat If [ndragin Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2011 Nomor. 82,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5234),
Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495}:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587| sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
98, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
3679),

2.

3.

4

o



Menetapkan :

KESATU :;

KEDUA

KETIGA

5S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor
9717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Memieri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negen’ Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221};

7. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pembcrhentian Kepala Desa
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

9. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten indragin Ifulu 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan daftar penduduk vang berhak memilih dalam
pemiihan Kepala Desa serentak Tahun... sesuai_hasil
pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan Desa

Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa
selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimmya jangka waktu
penyusunan tambahan.
keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

Ketua

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

Bupati Indragin Hulu;
Camat
Ketua BPD Desa :

Arsip.4,
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Format D

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretarial : Telp ..... Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor °

TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Pada hari ini tanggal bulan tahun .

Panitia Pemilhan Kepala Desa. Kecamatan Kabupaten Indragin
Hulu telah mengadakan Pemutakhiran dan Validasi serta Penyusunan DPS,
Pencatatan can Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, Penetapan dan

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sesuai ketentuan dalam PasaJ .... Peraturan

Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1, Jumlah Daftar Pemilih Sementara setelah disusun dan diumumkan sebanvak

2 Jumlah Daftar Pemilih Tambahan setelah diadakan Pencatan data dan
diumumkan sebanyak aa

3 Jumlah DPS + DP Tambahan yang selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar
Pemilih Tetap sebanyak

PANITIA PEMILTHAN

STFAMEL
Ketua. Sekretaris.

Disetujui .

1. Ketua BPD Desa Tanda tangan
2. Pejabet Kepala Desa ..... Tanda tangan
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Format E

PANITIA PEMILITTAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretariat ° Teip Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

NOMOR . TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DESA

Menimbang :

Mengingal -

KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

a.

1.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 avat (2) Peraturan
Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. disebutkan bahwa
Daftar Pemilih Tetap ditctapkan dengan Keputusan Panitia
Pemilhhan Kepala Desa,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa tentang
Penetupan Daftar Pemilih Tetap Desa
Kecamatan Kabupaten Indragin Hulu;

b.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Oronom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana te:ah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [I] Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5234),
Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587| sebagaimana telah diubah

2.

3.

a
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubanan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 20!4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Peluaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014+ Nomor 2092 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhenuan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4}

sebagaimana telah diuvah dengan Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menten’ Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222):
Peraturan Daerah Kabupaten [ndragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragin Hulu Tahun 2019 Nomor 2).
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Indragin Hulu 2019 Nomor 40}.

5.

6.

a5

7.

8.

9.



Menctapkan :

KESATU :

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN |

Menctapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa
Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud diktum
KESATU Keputusan ini, dipergunakan sebagai dasar untuk :

a. penentuan jumlah surat suara;
b. pervampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara, dan
¢. pengecekan pemilih vang akan menggunakan hak pilihnya.
Keputusan ini mula: berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA

Ketua

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1

2.
3.
4.

Bupati Indragiri Hulu,
Camat
Ketua BPD Desa
Arsip.
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Format F

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jems Selamin
Agama
Tempat/Tgl. Lahir:Pekerjaan :

Alamat

menvatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Demikian pernvataan ini sava buat dengan sebenarnya dan apabila
ternvata pernyataan ini tidak benar. saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

(tanda tangan dan materal Rp 6.000,- }
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Format G

SURAT PERNYATAAN.
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, SERTA

MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah int:

Nama
Jenis Kelamin
Agama :

Tempat/Tgl. Lahur-:

Pekerjaan
Alamat

menyatakan dengan sesungguhnva, bahwa saya memegang teguh dan

mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repubik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini sava buat dengan sebenarmya dan apabila
termvata pernyataan ini tdak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]
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| Format H |
SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAHMENJABATKEPALA DESASELAMA3 (TIGA] KALIMASAJABATAN

Yang bertanda di bawah ini:
a. Nama

b. Jen:skelamin
c. Pekerjaan
d. Tempat/tanggallahir
e. Alamat tempat tinggal

menvatakan dengan sebenamya bahwa saya Sampai dengan saat ini dak pernah

menjabat sebagai Kepala Desa / pernahmenjabatse bagai Kepala Desa selama ...

periode jabatan Kepala Desa '). Saat ini, sava mendaftar Bakal Calon Kepala Desa

kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu untuk penode jabatan

Kepala Desa saya yang kesatu/kedua/ketiga’).

Dermmkian surat pemvataan ini dibuat dengan sebenarnva, digunakan
untuk memenuhi persvaratan administrast mendaftar sebagai Bakal Calon

Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Indragin Hulu.

Dibuatdi
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

Catatan .

'). Pilh salah satu/coret vangtidakperlu.
*), Pilih salah satu /coretyang tidakperlu.
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|
Format |

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama
Jenis Kelamin
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :

Pekenaan
Alamat

menvatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi
Kepala Desa . Kecamatan dan siap mengikuti
seluruh tahapan Pemiiihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan
dan tekanan dan pihak manapun.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]
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Format J

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
JenisKelamin 9.50

Tempat/Tg). Lahir:

Agama

Pekerjaan

Alamat

menvatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menerima hasil Pemilihan
Kepaia Desa.

Demikian pernvataan ini sava buat dengan sebenarnya tanpa
paksaan dan tekanan dan pihak manapun.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- |
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Format K

SURAT PERNYATAAN
AKAN BERTEMPAT TINGGAL/ BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SEJAK

DILANTIK SEBAGAI KEPALA DESA
VB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jenis Kelamin :

Tempat/ Tg]. Lahir:
Agama :

Pekeraan
Alamat

menvatakan dengan sesungguhnyva, bahwa saya akan bertempat
tinggal /berdomisilt di desa setempat sejak dilanuk sebagai Kepala Desa.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa
paksaan dan tekanan dan pihak manapun.

YANG MEMBUAT
PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,- ]
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|

Format L|
SURAT PERNYATAAN

TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ARHIR MASA
JABATAN ATAU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jems Kelamin
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :

Pekenaan
Alamat

menvatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya adalah Kepala Desa Petahana
atau. Penjabat Kepala Desa ') dan telah menyampaikan Laporan
Pertangeungjawaban Akhir Masa Jabatan atau Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa.

Demikian pernyataan ini sava buat dengan sebenarnva tanpa paksaan
dan tekanan dan pinak manapun.

MENGETAHUI : YANG MEMBUAT
CAMAT PERNYATAAN

ftanda tangar
dan materatRp
6.000,-}

Catatan :

‘|, Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.
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Format M

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWA!I BUMN/BUMD/SWASTA

Yang bertanda tangan di bawah im :

Nama Lengkap ae

Tempat / Tg! Lahir / Umur } / Tahun
Jems Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
Agama .

Pekerjaan
Alamat Tempat Tinggal

2.
3.
4.
5.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala
Desa Kecamatan bersedia mengundurkan din sebagai
pegawal BUMN /BUMD /swasta apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian pemyataan ini sava buat dengan sebenarnva sebagai syarat pendaftaran
calon Kepala Desa Kecamatan , dan apabila ternvata pernvataan ini
tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan vang beriaku.

20

Yang Menvatakan

Keterangan :

*) Coret vang tidak diperlukan

25
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SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap
Tempat / Tgi Lahir / Umur / / Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
Agama

:

Pekenaan
Alamat Tempat Tinggal

1

f2.
3.

5.
6.

Menvatakan dengan sebenarnya bahwa sava sebagai calon Kepala
DOBA Kecamatan bersedia mengganti seluruh biaya
penvelenggaraar' pemilihan baik yang bersumber dari bantuan keuangan APBD

Kabupaten maupun APBDesa apabila mengundurkan dir schingga mengakibatkan
batalnya pemilinan.

Demikian pernyataan ini sava buat dengan sebenarnya sebagai syvarat pendaftaran
calon kepaia Desa Kecamatan . . , dan apabila ternyata pernyataan int

tidak benar, sava sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

20

Yang Menyatakan

Keterangan :

*) Coret vang tidak diperlukan

26
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Format O

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap

’

Tempat / Tel Lahir /
Umur . f / Tahun

Jents Kelamin Laki-Laki / Perempuan’‘*)

Agama :

Pekerjaan
Alamat Tempat Tinggal

2.

3.
4.
5.
6.

Menvatakan dengan sebenarnva bahwa sava sebagai calon Kepala

Desa Kecamatan tidak akan melakukan politik uang

dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau maten lainnya untuk

mempengaruhi pemilih.

Demikian pernyataan ini sava buat dengan sebenarnva sebagai syarat pendaftaran

calon Kepala Desa Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini

udak benar, saya sanggup ditunrtut sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan vang berlaku dan bersedia dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar

Caion Tetap.

' 20

Yang Menyatakan

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

27
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Format P

PANITIA PEMILIHIAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Sekretanat : ...... Telp Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor -

tentang
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada har int ..... tangegal bulan tahun
_ , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa .

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Pemiiihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
bermaterai cukup, yang terdim dari :

a. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
b. Pernyataan memegang teguh

=

dan mengamaikan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3

(tiga) kali masa jabatan;
d. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
e. Pernyataan akan menerima hasil Pemilinan Kepala Desa,
f. Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik

sebagai Kepala Desa; dan
g. Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat

surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemermmtahan
Desa diketahui oleh Camat.

h. Surat pernyataan bersedia mengundurkan din sebagai pegawal
BUMN/BUMD /BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas bila terpilih menjadi
Kepala Desa di atas kertas bermaterai:

i. Surat pernvataan bersedia mengganti seluruh biava penyelenggaraan
pemilihan. apabila calon Kepala Desa mengundurkan din yang dibuat
diatas kertas bermateral,

j. Surat pemyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas
bermaterai;

k. Naska4 visi dan misi vang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawar Negeri Sipil;
Surat imn dan Pimpiman BUMN;/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga hanan
Iepas bagi pegawai BUMN/BUMD/ BUMDesa/swasta/ tenaga harian lepas,
Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang;
Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijasah atau surat tanda tamat
belajar yang dilegalisir oleh peyabat yang berwenang;

D,

2
3
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7. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar

dibukukan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang

dilegalisir oleh peyabat vang berwenang,;
8 Surat keterangan berkelakuan baik, vang dibuktikan dengan surat

keterangan catatan kepolisian;
9. Surat kKeterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

(luna) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani

pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai

pelaku kejahatan berulang-ulang;

10 Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan

tidak sedang dicabut hak pilihnya;

11. Surat kererangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak

terganggu jiwa/ingatannva dari dokter pemerintah;
12. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah:
13. Foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

dan ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar.
14 Kasil penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dengan

mincian sebagai berikut :

a. Nama
Tempat dan tanggal lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat :

Keterangan : Lengkap/udak lengkap*

b Nama
Tempat dan tangga! lahir
Fendidikan
Fekenaan
Alamat :

heterangan ; Lengkap/tdak lengkap*

dst (sesuai jumlah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
Ketua, Sekretaris,

STENQPEL. ‘

Catatan -

Tanda*(coret salah satu sesuai dengan hasil peneliuan
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Format Q

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaniat : Jl No Teip Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Pada hari ii tanggal tahun ‘

bertempat di , kami Panita Pemilihan Kepala Desa.

Desa , Kecamatan Kabupaten Indragin

Hulu telah megadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala

Desa Kecamatan , Kabupaten Indragin Hulu, sesuai

ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu) Nomor......Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Pemihhan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumiah { } orang.

2. Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi

Calon Kepale Desa sejumlah . { ) orang, vaitu :

a. Sdr. Umur tahun

pendidikan pekerjaan

alamat
b. Sdr Umur tahun

pendidikan pekerjaan
alamat... .

©. Sdro Umur tahun

pendidikan pekerjaan

alamat
Baka} aion Kepala Desa yang trdak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan3.
menjadi Caion kepala Desa sejumlah. { ) orang

vaitu :

a. Sdr. Umr. tahun
pendidikan pekerjaan
alamat....

b. Sdr. Umur .. tahun

pendidikan pekerjaan

alamat... . 7

4. Bakal Calon Kepala Desa vang mengundurkan diri sejumlah
f 7 ) Orang, vaitu :

a Sdr. Umur tahun

pendidikan . pekerjaan
alamat

b. Sdr. Umur tahun

pendidikan . pekenaan
alamat.. ..

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan

seperlunva.
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Ketua
Sekretaris

20
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa . Kecamatan

Kabupaten Indragin Hulu

(

{
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Format R

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA. KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaniat: Jl. .
_No Telp KodePos

BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIN
PEMILIHAN KEPALA DESA ...........csssvesscveves

KECAMATAN

Pada hari ini . tanggal tahun

bertempat di , kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa

Kecamatan . Kabupaten Indragiri Hulu

telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih,

Pemilihan Kepala Desa Kecamatan 7 , Kabupaten

Indragiri Hulu sesuai ketentuan Peraturan Bupati Inmdragiri Hulu

Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam undian Nomor urut tersebut dihadiri oleh Panita Pemilihan ,Calon

Kepala Desa Yang Berhak, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai benkut :

1. Sdr. Umur tahun '

pendidikan pekernaan

alamat . dengan nomor urut

2. Sdr. . Umur tahun '

pendidikan |
pekernjaan

alamat... . dengan nomor urut

3. Sdr . Umur tahun

pendidikan pekerjaan

alamat... dengan nomor urut

4, dst

Dengan Berta Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat

dipergunakan seperlunva.
20

Panida Pemilihnan Kepala Desa
Desa... Kecamatan

Kabupaten Indragiri Hulu

Sekretaris Ketua
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1.
2.

.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat: J] No Telp Kade Pos

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di

.Kecamatan . Kabupaten Indragri Hulu telah

dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Kabupaten [ndragin Hulu.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa

yang menggunakan hak pibhnva, seluruh Panitia Pemiulihan Kepala Desa, Badan

Permusvawaraian Desa .Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

Dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi.

Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calan Kepala

Desa Yang Berhak Dipith dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala

Desa menvatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan’ Kepala

Desa kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu vang

dilaksanakan mulai dar jam s/d jam ...... telah berjalan dengan aman, tertib

dan lancar serta TELAH kuorum sesuai dengan ketentuan perudang-undangan vang

berlaku, dengan hasil sebagai berikut:
. Jumiah Pemuilih pemilih.
a. Jumlah DPT pemiith.
bh. Jumiah DP diluar DPT pemilih.

. Jumiah Pemuih yang menggunakan
hak piih pemilih.

a. DPT pemilih,
b. Dp diluar DPT pemilh.
Jumiah Pemilh vang tidak

menggunakan
hak pith . pemilih.

a. DPT penulth.
b. DP diluar DPT pemulih.
Jumlah Kartu Suara

’ lembar

Jumlah Kartu suara vang dibenkan kepada pemilih - lembar.

Jumlah Kartu suara Vang cacat atau rusak ; lembar.

Jumilah Kartu suara vang salah coblos ; lembar.

Demikian Benta Acara ini dibuat dengan sebenarnva dan dapat dipergunakan

seperlunya.

’ 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan

Kabupaten Indragiri Hulu

Ketua Do, a teed

Sekretaris (

Calon Kepala desa Yang Berhak Dipilih

|
Format S

1.

2.

3

4
5.
6.
7.

2.
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Saksi
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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA | FormatT
DESA KECAMATAN

KABUPATEN [NDRAGIRI HULU
Sekretariat ° Telp Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor -

Tentang

JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN SEBELUM DISAMPAIKAN, TELAH
DISAMPAIKAN DAN SISA

Pada han ini tanggal bulan tahun .

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa telah menvampaikan Surat

Pembentahuan Pemilihan hepala Desa kepada penduduk Desa

vang telah mempunyai hak pilih, sesuai dengan ketentuan dalam Pasa] ...

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

l.Jumlah Surat Pemberitahuan Pemilihan Kepala Desa sebelum

disampaikan kepada penduduk vang mempunvai hak pilh sebanyak:

2. Surat Pembertahuan Pemilihan Kepala Desa telah disampaikan

kepada penduduk yang mempunyai hak pilih sebanyak: (.......... } Orang.

3. Sis: Surat Pembernitahuan Pemilihan Kepala Desa sebanyak :

{ ) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinva.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua, Sekretaris,
a)

STRAUCFL
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[romaty|
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA

36

omor .

SURAT PEMBERTAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIR!] HULU TAHUN

Kepada
Nama

Jenis Kclamin

Alamat > Dusun .

Untuk memberikan suara pada:

Hari /tanggal ' /

Waktu WIB s/d.... WIB

Tempat

Wilayah
—_——- —— —_— —

‘Dikeluarkan pada tanggal ....werhatian:
Undangan harus dibawa pada saat Panitia Pemilihan Kepaia Desa

pemungutan suara untuk ditukarkan hetua,
dengan kartu Suara.
Pemilih harus datang sendiri dan

tidak boiehmewaiulkan, __ ~

TANDA TERIMA
Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara

Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Kabupaten Tahun

Telah diterima pada tanggal- .

Yang Menverahkan Yang Menerima

PEN

RT RW

a



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA
. Jenis kertas
. Berat kertas
Ukurankertas

. Ukuran foto
Upwuran kotak nomor
Ukuran kotak nama
Ukuran foto

. Ukuran kotak nomor
Ukuran kotak nama

: HVS
: 80 gram
: 2 calon ukuran ;: 19 cm x 23 cm.

>-t3emx6cm
:+emxicm
:4emx 1.5¢m.
>4cemx6ecm
:demxicm
:4¢e0mx1,5cm.

37

|

II

Format V

LOGO PE. MDA

SURAT! SUARA EPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KEC AMATAN
KABUPATE INDRAGIRI HULU

Hari targgal
.

1

NAMA,

ee——_——
PANITIA

LAJUPRATER NDBAG IA BULLY

-—
LOGO PEMDA

a.

d.
e.
f.



2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA
a. Jenis kertas
b. Berat kertas
c. Ukuran kertas
d. Ukuran ‘oto
e. Ukuran xotak nomor
f. Ukuran Kotak nama

g. Ukuran foto
h. Ukuran kotak nomor
1, Ukuran kotak nama

> HVS
: 80 gram
: 3 calon ukuran :19 cm x 23cm
>4emx6ocm
:4+emxilcm
>4emx 1,5 cm.
:4emx6cm
:+¢emx iem
>4emx1,5cm.

LOGO PEMDA '

;
SURATSUARA |

PE'MILIHAN KEPALA
DESADESA . KECAMATAN..

|
‘KABUPATEN |INDRA.GIRI

HULUNo
= _ “Tas

NAMA ] NAMA I NAMA

N PANITIA

xBTUA MEAT AN
MATES INGYASIRI

HOLL

See

LOGO PEMDA
EMI

TEM SOF



3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA
a. Jeniskertas
b Reratkeras
c. Ukurankertags
d.Ukuran foto
e. Ukuran kotak nomor
f Ukuran kotak nama
g. Ukuran foto
h.Ukuran xotak nomor
1. Ukuran xotak nama

HVS
: 80 gram
> 4 calon ukuran :23emx23em
>demx6cm
:4e¢emx1icm
:4emxi,sem
:4emx6em
>+emxicm
:+¢emxi1,5cm.

LOGO !pemiDa

SURAT S,UARA
PEMILIHAN KE 'PALA DESA

DESA KECAMATAN
KABUPATEN| INDRAGIRIHULU_

Hari tang gal

oo eo oe = ot

NAMA NAMA

4

|

PANITIA
PEMZHHAN KEJPMA UESA

DFSA

KECAMATAN

KNBCPMTLN IND RAG KRI

HULU

|

LOGO PEMDA

SURAT SUARA
PEM!LTHAN KERALA
DESA

KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI

HULU “AUN
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4. Calon Kepala Desa 5 (Jima) orang
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKRURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA
a. Jenis kertas HVS
b. Berat kertas : 80 gram
c. Ukuran kertas : 5 calon ukuran : 28 cm x 23cm
d. Ukuran foto !4+emx6cm
e. Ukuran kotak nomor :4cemx 1ecm

f. Ukuran kotak nama >4+emx 1.5e¢m.

g Ukuran foto :4emxaem
h. Ukuran kotak nomor :4cemx1cm

Ukuran kotak nama :4emx1,5¢em.

40

LOGO PEMDA

SURAT SUARA |

PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

---HULU
KABUPATEN INDRAGIRI,

anggalHari t

2 3!

10]1

\

NAMA NAMA

4 3

—

PANITIA

PEMILIHAN KERALA DESA

DESA

KECAMATAN

KABIPATEN INDRAGIAI HULU

LOGO PEMDA
|

SURAT SUARA

PEMILIMAN KEPALA DESA



BLANKO PENGHITUNGAN SARA = =
]

PEMILIHAN KEPALA DESA |

Formatw |

v

I. PEROLEHAN SUARA CALOR :

———— —_—
—_

|

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KBUPATEN INDRAGIRI HULU

No Nama
|

r

Baris PEROLEHAN SUARA SAH JUMLAH
|

1
AT TAT TT PET eT)

| PT TAT 50

TF Tt AT ET ATT
-

fa

TR iP PATTR) PAT TAIT ay

4 ITA 71
3

dst.
—_

_

|

JUMLAH 163

Jumiah disesuaiksn dengan jumiah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

SUARA TIDAK SAH :

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
|

NO... Naina

Baris PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH alan |

1
(471 hay —_ | —| 13

— — |

2

;
4

———

_-|
dst.

JUMLAH 13

20

Pal

41



Format X

PANITIA PMILIHAN KEPALA DESA

DESA. KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat: Jl .. NO. Telp Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA WILAYAH! DUSUN

kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan

Kabupaten Indragiri Hulu, telah melaksanakan Penghitunyan suara

pada Pemilihan Kepala Desa Wilavah Dusun Pelaksanaan

Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para Calon. para Saksi dan

masvarakat vang hadir dimulai pada pukul s/a

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon

Kepala Desa Dusun adaleh sebagai berikut :

1. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara

2. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara

3. Sdr dst

4+. Jumiah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk

Dusun orang

5. Jumlah suara yang sah sebanvak lembar

6. Jumlah suara tidak sah sebanvak lembar

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr.

dengan nomor urut mempcroleh suara terbanyak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dan untuk cipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

STEMPEL

Ketua, Sekretarts,

a2



PAN
ITIA

PEM
ILIH

AN
KEPALA

D
ESA

D
ESA.

KECAM
ATAN

KABU
PATEN

IN
D
RAG

IRI
H
U
LU

Sekretariat
: Jl

N
o

Kode
Pos

Form
at

Y

Telp

D
esa

Keram
aan

N
o

|

BAKAL
CALO

N
KEPALA

D
ESA

11
|:

;
'

fog
|

||
;h

pyKeterangan-

H
ASIL

PEN
ILAIAN

D
AN

U
RU

TAN
N
ILAIBAKAL

CALO
N
KEPALA

D
ESA

IPEN
G
ALAM

AN
38KERJA

—
|7

1.Pengalam
an

Kerja
t,
M
em

ilikipengalim
an

sebagai
kepala

desa/Prenjabat
Kepala

D
esa

lebifs
dari

5
Tahun

=
skor

50

TIN
G
RAT

PEN
LID

IKAR
|

U
SM

2
M
eainiliki

pengalam
an

sebagai
Kepala

D
esa

alav
Penajabat

Kepala

D
esa

paling
sedikit

1
udhun

sam
par

dengan
5
tahun

=
skor

30

3.
M
em

iltki
pengalam

an
kerja

sehagai
PN

S
atau

TN
1/Poln/

Tenaga

H
arian

Lepas
-
skor

20
4.

Tidak
m
em

iliki
pengalam

an
kerja

di
lem

baegx
Pem

enniahan
-
skor

0

43

N
ILAI

SKO
R

2.
Tingkat

Pendidikan
1.

SM
E/Sedcrajat -

20
2.

SM
A
Sedenat

=
25

3.
D
iplom

a
1/2/3

dan
Sarjfana

M
uda

~
30

4+.
D
iplom

a
iV

=
35

Pascasanana
(strata

dua/tiga)
=
40

RAN
G
KIN

G
KET8

+

1
8

L



3.
U
sia

1.
20

s/d
50

Tahun
-
skor

50
2.

U
sia

ditas
50sd

64
taun

=
skor

7

3.
U
sia

diatas
64

tahun
-
skor

5

Panta
kepada

D
esa

O
rne

a
bupaten

Im
fragiri

H
ulu

1.
Ketus

|

2
Sekietaria

|

44



4. Calon Kepala Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Pemiuihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten [ndragir: Hulu, adalah
sebagai benkut :

Nu:nor Urut
Naima
Termpat / Tangga} Lahir
Jenis Kelarnin
Pendidikan
Agama
Alamat

KEDUA : Keputusan int mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABLUPATEN INDRAGIRI HULU

Ketua

TEMBUSAN :

Yth. 1. Bupat Indragir: Hulu di Rengat ,

2. Camat :

3. Pan:ua Pemilihan Kepala Desa . Kecamatan ... .

Yet-suU I INDRAGIRI HULU

D>

H. YOPI ARIANTOf
é
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